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MOTTO 

 

Alla tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S 

al-Baqarah: 286) 

Dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu Dia memberikan 

petunjuk. (Q.S ad-Dhuha: 7) 

Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan. (Q.S al-Hadid: 4) 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S al-Insyirah: 7) 

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu (Q.S al-Baqarah 152) 

 

Mudahkanlah olehmu, dan jangan kamu persulit. (Riwayat Bukhari) 

 

Kesulitan membawa Kemudahan. (al-Qawaed al-Asasiyyah) 

 

“Mahkota seseorang adalah akalnya, Derajat seseorang adalah agamanya, 

sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.”  

(Umar bin Khattab) 

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di 

dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.” 

(Buya Hamka) 
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ABSTRAK 

Muhammad Haikal, (2022): Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah 

Terhadap Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai 

Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Untuk 

Menjadi Isteri Kedua Ketiga Dan Keempat 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 

Sipil, yang mana pada Pasal 4 Ayat 2 disebutkan PNS wanita tidak diizinkan 

untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Menyadari bahwa ketentuan 

tersebut terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan hukum Islam, maka hal 

tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti ketentuan tersebut dalam aspek 

mashlahah yang ditimbulkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan 

terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan 

keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam aspek 

mashlahah terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, 

ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi PNS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaturan terhadap ketentuan PNS wanita yang tidak di izinkan untuk menjadi 

isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 beserta 

dengan aspek mashlahahnya  

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan 

adalah penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Dimana bahan 

hukum primernya berasal dari PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan bahan hukum sekundernya berasal dari 

sejumlah literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tertier 

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selain itu 

pada penelitian ini juga terdapat Bahan-bahan nonhukum 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pasal 4 PP No 45 

Tahun 1990 yang mana PNS wanita sama sekali tidak di izinkan untuk menjadi 

isteri kedua ketiga dan keempat, walaupun isteri pertama menyetujuinya, bagi 

yang melanggarnya dikenakan sanksi disiplin berat kecuali bagi PNS wanita 

sebagai isteri pertama yang mengizinkan suaminya menikah lagi, ketentuan 

tersebut untuk memberikan sinkronisasi dan kejelasan dalam pemberlakuannya. 

dan juga pada Pasal 4 PP tersebut yang mana PNS wanita tidak diizinkan untuk 

menjadi isteri kedua ketiga dan keempat bertentangan dengan hukum Islam. 

Karena kemashlahatan dari ketentuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan-tujuan 

syar‟iyah, yaitu memelihara agama, memelihara akal dan memelihara keturunan, 

yang mana ketentuan tersebut hanya sejalan dengan memelihara jiwa, dan 

memelihara harta dalam pemberlakuannya. 

Kata Kunci: Poligami, Mashlahah, PNS,  dan PP No 45 Tahun 1990 
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KATA PENGANTAR 

Assalamua‟laikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk 

skripsi ini dengan judul: TINJAUAN  HUKUM ISLAM ASPEK MASHLAHAH 

TERHADAP PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 

1990 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIIZINKAN 

UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir 

seluruh bangsa didunia ini, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan 

poligami. Misalnya, sejak dulu kata poligami sudah dikenal orang-orang 

Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.
1
 

Sayyid Sabiq menggambarkan bahwa poligami telah dipraktikkan oleh 

berbagai bangsa seperti Ibrani, Arab Jahiliyah dan Sicilia.
2
 

Dalam pengertian yang umum poligami adalah seorang suami memiliki 

lebih dari seorang isteri. Pada praktiknya, biasanya seorang laki-laki kawin 

dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian 

setelah berkeluarga di lain waktu pria tersebut kawin lagi dengan isteri 

keduanya tanpa menceraikan isteri pertamannya. 

Dasar hukum poligami yaitu Al-Qur‟an surah An-nisa (4) ayat 3 sebagai 

berikut 

                                   

                              3   

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

                                                             
1
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, h. 352 

2
  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh  Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: 

PT  Pustaka Abdi Bangsa, 2018), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 376 

3 Q.S. An Nisa (4): 3. 
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kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

 

Dalam perspektif teologis normatif sebagaimana yang terkandung dalam 

Q.S. an-Nisa (04): 3 sebagaimana pada redaksi ayat  َن مِ مْ  كُ لَ بَ  ا طَ ا  مَ وا  حُ كِ نْ ا فَ

عَ  وَرُبََ ثَ  لََ ثُ وَ نََٰ   ْ ث مَ ءِ  ا سَ نِّ ل  tergambar bahwa pria dan wanita masing-masing ا

memiliki akses yang membolehkan mereka dalam praktik poligami baik pria 

yang memiliki istri lebih dari seorang demikian pula wanita yang bisa menjadi 

istri kedua/ketiga/keempat.
4
 

Dasar hukum poligami selanjutnya adalah al-hadis, hal ini sebagaimana 

hadis riwayat Imam at-Tizmidzi 

ثَ نَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِْ عَرُوْبةََ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ  ثَ نَا ىَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّ ، عَنْ سَالِِِ بْنِ حَدَّ الزُّىْريِِّ

ةِ، فَأَسْلَمْنَ عَبْدِ اِلله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ غَيْلََنَ بْنَ سَلَمَةَ الث َّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَوُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِ الْْاَىِلِيَّ 

هُنَّ مَعَوُ، فَأَمَرَهُ النَّبُِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اَنْ يَ تَخَي َّرَ أَرْ   .بَ عًا مِن ْ

Artinya: “Dari Hannad, dari Abdah, dari Sa‟id bin Abu Arubah, dari 

Ma‟mar, dari az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, 

bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, dan ketika itu 

ia mempunyai sepuluh istri dari masa  jahiliyah, para isterinya pun 

masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkannya 

untuk memilih empat orang dari kesepuluh isterinya tersebut.”5 
 

                                                             
4
 Awaliah Musgamy, “Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP No 45 

Tahun 1990 Tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi PNS” dalam al-Daulah, Volume 6., No. 

2., (Desember 2017), h. 402 

5
 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi,  Sunan at-

Tirmidzi,  alih bahasa oleh  Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2017), Jilid 2, 

h. 88-89 



3 

  

 

Walaupun jika dilihat dari al-Qur‟an dan hadis tentang poligami tersebut 

sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih 

diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. satu kelompok 

memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada 

suami dan menganggapnya bukan saja sesuatu yang dibolehkan, tetapi juga 

menjadi tindakan yang dianjurkan (disunnahkan).
6

 Sementara kelompok 

lainnya, menolak kebolehan poligami karena dianggap tidak adil dan 

mendiskriminasi salah satu pihak, terutama perempuan. kedua pandangan itu, 

tentu saja tidak muncul secara dadakan, melainkan dibangun dengan 

metodologi yang diyakini sama-sama kuat. 

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah satu ajaran islam yang sesuai 

dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki 

kecendrungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. 

Secara genetic, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena 

kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Lanjut 

Sayyid Sabiq poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki 

melakukan perzinahan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan 

dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap isteri-isteri 

adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang 

dipimpinya
7
 

                                                             
6

 H. A. Rodli Makmum, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo:  

STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 2 

7
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (2), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), Cet. 

Ke-5, h.  153-154 
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Poligami juga bisa dianggap sebagai solusi darurat ketika rasio jenis 

kelamin yang tidak seimbang menjadi masalah. Hal ini pada kenyataannya 

benar, bahwa jumlah perempuan lebih banyak. Abu Musa meriwayatkan 

bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “kamu akan melihat(di masa depan) satu 

pria diikuti oleh empat puluh wanita, meminta pertolongan kepadanya karena 

jaminan keselamatan yang diberikan pria itu, juga karena jumlah wanita yang 

banyak” (HR Bukhari)
8
 

Peraturan tentang poligami dan prakteknya didunia islam mempunyai 

manfaat yang besar dan membersihkan penyakit masyarakat dari akhlak yang 

tercela, serta menghindarkan penyakit masyarakat yang banyak timbul di 

negara-negara yang tidak mengenal poligami. Telah diperingatkan bahwa 

masyarakat yang melarang poligami didalamnya banyak terjadi kefasikan dan 

kejahatan sehingga pelacuran meningkat dan sebagai akibatnya banyak anak 

yang lahir diluar nikah
9
 

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai 

alternatif atau pun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks 

laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar 

tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas 

diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar 

suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang islam dengan mencari 

                                                             
8
 Majdah Amir, Fiqih Wanita, alih bahasa oleh Rahmani Astuti, (Jakarta Selatan: PT Qaf 

Media Kreativa, 2020), Cet. Ke-1, h. 476 

9
 Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. Ke-2, h. 42 
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jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa 

berlaku adil
10

  

Setiap orang yang tinggal di Indonesia diberikan jaminan perlindungan 

atas hak yang paling mendasar oleh negara. Salah satu hak paling mendasar 

yang diberikan oleh negara tersebut adalah hak untuk membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
11

 disebutkan bahwa, "setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

yang sah." Salah satu cara untuk melanjutkan keturunan bisa dilakukan 

dengan berpoligami 

Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di Indonesia  menganut 

asas monogami, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
12

 sebagai berikut: "pada azasnya 

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. 

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Dalam bagian yang 

lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.
13

 

Sedangkan bagi pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pemerintahan, 

yang mana asas monogami itu lebih dipertegas dalam aturan khusus yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas 

                                                             
10

 Tihami dan Sohari Sahrani, op. cit., h. 358 
11

 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran 

Negara Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 28B Ayat (1) 

12
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 

tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) 

13
 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 95 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Pada PP No 45 Tahun 1990 yang menganut asas monogami, telah diatur 

dengan jelas tidak diizinkan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan 

keempat. Hal di atas termaktub dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS,
14

 

sebagai berikut: "pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi 

istri kedua/ketiga/keempat." 

Dengan adanya PP tersebut yang tidak mengizinkan PNS wanita untuk 

menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. pasti ada kemashlahatan yang 

berusaha untuk dicapai dan kemudharatan yang harus dihilangkan, mengingat 

profesi sebagai PNS yang sangat berperan dalam penyelenggaraan 

pemerintahaan. Akan tetapi disisi lain Islam membolehkan praktik poligami 

dan bahkan sebagian ulama memberikan kelebihan terhadap praktik poligami. 

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk membahas ini secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah Terhadap 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai 

Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga 

Dan Keempat 

                                                             
14

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3424  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat 

(2)  
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B. Batasan Masalah 

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai 

permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian 

ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada PNS wanita yang tidak 

diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam aspek mashlahah hukum Islam 

C. Rumusan Masalah 

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk 

menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Bagi PNS? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah terhadap PNS 

wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan 

keempat, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan 

tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan 

yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua 

itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, antara lain: 
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1. Tujuan Penelitian 

a. untuk mengetahui pengaturan terhadap ketentuan PNS wanita 

yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan 

keempat, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 

b. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah 

terhadap ketentuan PNS wanita yang tidak diizinkan untuk 

menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 

2. Manfaat Penelitian 

a. salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

sarjana hukum (SH) pada fakultas Syari‟ah dan Hukum di UIN 

SUSKA Riau 

b. sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

tentang fiqih secara umum 

c. sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik 

kalangan intelektual maupun orang awam tentang hukum Islam  

d. hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan menjadi ilmu pengetahuan bagi siap saja yang 

membacanya 
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E. Sistematika Penulisan 

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat 

sistematika berdasarkan bab masing-masing. Penulis menjadikan penelitian ini 

dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelas 

dari bab tersebut. sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi 

sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. 

Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi: latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang landasan toeri yang terbagi menjadi 

tiga yaitu teori pegawai negeri sipil, teori poligami, dan teori 

mashlahah. Kemudian di ikuti dengan penelitian terdahulu 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, subjek dan objek 

penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data dan metode penulisan.  

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang sejarah terbentuknya PP No 10 tahun 

1983 junto PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan 

perceraian bagi PNS dan hasil penelitian  

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  
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Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini. 

Pada bab ini dikemukakan  kesimpulan dari pembahasan, dan 

saran.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Teori Pegawai Negeri Sipil 

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil 

terdiri dari kata “Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada 

pemerintah, perusahan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” 

berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah 

orang yang berkerja pada pemerintah/negara.
15

 

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu 

pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk 

terhadap mareka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota 

Parlemen, Presiden dan sebagainya. Sedangkan menurut J.H.A. 

Logemann, Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai 

hubungan dinas publik (open bare dienst betroking) dengan negara. 

Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seorang mengikatkan 

dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan untuk melakukan suatu 

atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan 

penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.
16

 

                                                             
15

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip dari: Muhammad 

Syaifuddin, et.al., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 434 

16
Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia dikutip dari: Muhammad 

Syaifuddin, et.al., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 434 
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Menurut Pasal 1 Huruf a Bagian (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai 

Negeri Sipil,
17

 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah 

"Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian" 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Junto Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-

undang tersebut memberikan pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil 

pada Pasal 1 Ayat (1),
18

 sebagai berikut: “Pegawai Negeri adalah 

setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak 

sesuai dengan tuntutan Nasional dan tantangan Global saat ini.
19

 Hal 

                                                             
17

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3250  tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 

1 Huruf a Ayat (1) 

18  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 Ayat (1) 

19
 Tim Redaksi Laksana, Himpunan Peraturan Tentang ASN dan Manajemen PNS, 

(Jakarta: Laksana, 2019), Cet. Ke-1, h. 8 
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ini dipertegas pada Pasal 136 UU No 5 Tahun 2014,
20

 sebagai berikut: 

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” 

Jadi, ketentuan umum mengenai Pegawai Negeri Sipil sekarang 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang mana pengertian Pegawai 

Negeri Sipil terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
21

  

sebagai berikut: “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.” 

                                                             
20

 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 136 

21 Ibid., Pasal 1 Ayat (3). 
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Unsur-unsur yang dijabarkan dalam Pegawai Negeri,
22

 sebagai 

berikut: 

1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat 

menurut peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-

syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk 

dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Pasal 23 PP 

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
23

 

Sebagai berikut:  

Pasal 23 

(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang 

sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paing 

tinggi 35 tahun (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar  

b) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 

pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih 

                                                             
22

  Muhammad Syaifuddin, et.al., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. 

Ke-1, Cet. Ke-2, h.  437-439. 

23
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 
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c) tidak pernah diberhentikan dengan hotmat tidak atas 

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, 

prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian 

negara Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai pegawai swasta 

d) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit 

tentara nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara 

Republik Indonesia 

e) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau 

terlibat politik praktis 

f) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan 

jabatan 

g) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan 

yang dilamar 

h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan 

republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh 

instansi pemerintah dan 

i) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan 

oleh PPK 

(2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 

(empat puluh) tahun  
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(3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Presiden 

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang 

Pasal 1 Ayat (13) UU No. 5 Tahun 2014,
24

 menegaskan 

bahwa, “pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” Pada dasarnya kewenangan  

untuk mengangkat Pegawai Negeri berada di tangan Presiden 

sebagai Kepala Eksekutif, namun untuk tingkat kedudukan atau 

pangkat tertentu, Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya 

kepada para Menteri atau pejabat lain dan para Menteri dapat 

mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing. 

Kewenangan pengangkatan dan pendelegasian tersebut diatur 

dalam Pasal 3 Ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil. 

3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri 

Pegawai Negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik 

berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara 

lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dengan tugas negara lainnya. 

Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang 

bersangkutan diberi jabatan dalam bidang Eksekutif yang 

                                                             
24

 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, op. cit., Pasal 1 Angka 

(13) 
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ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam 

Kesekretariatan Lembaga Negara serta Kepaniteraan di 

Pengadilan-Pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah 

jabatan di luar bidang Eksekutif, seperti Hakim-Hakim Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat 

Yudikatif di level Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi 

adalah Pegawai Negeri, sedangkan Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 

Pejabat Negara. 

4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku  

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja 

Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari 

pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk 

melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan, perlu 

diberikan gaji yang layak baginya. Dengan adanya gaji yang layak 

secara relative akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas 

pemerintahan dan pembangunan, sebab Pegawai Negeri tidak lagi 

dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan 

pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan 

profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya. 
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Gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 15 Tahun 2019,
25

 sebagai berikut: 

a) Golongan II (Lulusan SD dan SMP) 

- golongan Ia Rp 1.560.800-Rp 2.335.800 

- golongan Ib Rp 1.704.500-Rp 2.472.900  

- golongan Ic Rp 1.776.600-Rp 2.577.500 

- golongan Id Rp 1.851.800-Rp 2.686.500 

b) Golongan II (Lulusan SMA dan D-III) 

- golongan IIa Rp 2.022.200-Rp 3.373.600 

- golongan IIb Rp 2.208.400-Rp 3.516.300 

- golongan IIc Rp 2.301.800-Rp 3.665.000 

- golongan IId Rp 2.399.200-Rp 3.820.000 

c) Golongan III (Lulusan S1-S3) 

- golongan IIIa Rp 2.579.400-Rp 4.236.400 

- golongan IIIb Rp 2.688.500-Rp 4.415.600 

- golongan IIIc Rp 2.802.300-Rp 4.602.400 

- golongan IIId Rp 2.920.800-Rp 4.797.000 

d) Golongan IV  

- golongan IVa Rp 3.044.300-Rp 5.000.000 

- golongan IVb Rp 3.173.100-Rp 5.211.500 

- golongan IVc Rp 3.307.300-Rp 5.431.900 

- golongan IVd Rp 3.447.200-Rp 5.661.700 
                                                             

25
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 
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- golongan IVe Rp 3.593.100-Rp 5.901.200 

b. Jenis Pegawai Negeri Sipil 

PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara dan Aparatur 

Sipil Negara merupakan profesi melekat yang dimiliki oleh seorang 

PNS. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
26

 yang mana pegawai ASN 

dibagi menjadi dua sebagai berikut: 

Pasal 6 

Pegawai ASN terdiri atas: 

a) PNS; dan 

b) PPPK 

Pasal 7 

1) PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan 

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat 

Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 

nasional 

2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan 

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian 

kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 

Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 

c. Peran, Prinsip, dan Nilai Pegawai Negeri Sipil 

                                                             
26

 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  2014, op. cit., Pasal 6 dan 7 
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Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai ASN berperan 

sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan 

kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, dan bersih dari Praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.
27

 Dalam menjalankan perannya tersebut, PNS memiliki 

tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. dan menjadi tugasnya pula untuk memberikan 

pelayanan publik dengan profesional dan berkualitas, serta 

mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
28

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran aktif PNS lebih pada 

fungsinya sebagai ujung tombak pelayanan publik yang menjadi 

tanggung jawab Lembaga Eksekutif sebagai penyelenggara 

pemerintah. sehingga dapat dikatakan bahwa PNS adalah 

pelaksananya Presiden dalam hal penyelenggaraan fungsi administrasi 

pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, 

dan perekat serta pemersatu bangsa.
29

 

                                                             
27

 Ibid., Pasal 12 

28
 Ibid., Pasal 11 

29
 Ibid., Pasal 10 
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Dalam mengemban profesi sebagai Aparatur Sipil Negara, seorang 

PNS berlandaskan pada sebuah perinsip yang terdapat dalam Pasal 

3,
30

 sebagai berikut: 

Pasal 3 

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: 

1) nilai dasar 

2) kode etik dan kode perilaku 

3) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan 

publik 

4) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

5) kualifikasi akademik 

6) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

7) profesionalisme jabatan. 

Selain prinsip, Pegawai Negeri Sipil juga berlandaskan terhadap nilai 

dasar yang terdapat dalam Pasal 4,
31

 sebagai berikut: 

Pasal 4 

Nilai dasar yang menjadi landasan prinsip seorang PNS dalam 

pengabdiannya sebagai pegawai ASN yaitu: 

1) memegang teguh idiologi pancasila 

2) setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara republik 

indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah 

3) mengabdi pada negara dan rakyat indonesia,  
                                                             

30
 Ibid., Pasal 3 

31 Ibid., Pasal 4 
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4) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak 

5) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 

6) menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif 

7) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur 

8) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik 

9) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 

program pemerintah 

10) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, 

tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun 

11) mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi 

12) menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama 

13) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai 

14) mendorong kesetaraan dalam pekerjaan,  

15) meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis 

sebagai perangkat sistem karier. 

d. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang 

terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang 

mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik 

dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. 

adanya kode etik (codes of Ethics) itu dalam pengertian formalnya 

memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi 

untuk mengkodifikasikan nilai-nilai kelompok berupa pernyataan 
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yang ditujukan kepada para anggotanya tentang prinsip-prinsip apa 

yang benar dan apa yang salah, serta apa yang baik dan apa yang 

buruk sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam organisasi. 

kode etik berisi seperangkat prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-

nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing dari pada 

mendiktekan suatu bentuk prilaku.
32

 

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang 

ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan 

atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya 

berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata 

masyarakat. apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat 

menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi harus 

tercemar di mata masyarakat, oleh karena itu, kelompok profesi harus 

menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.
33

 Dalam 

lingkungan keluarga, kehidupan pribadi kita dibatasi oleh ketentuan-

ketentuan ataupun pedoman hidup baik yang berasal dari adat maupun 

agama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi patokan adalah 

hukum positif yang proses penerapannya untuk memelihara dan 

menumbuhkan rasa keadilan, sedangkan di dalam kehidupan Profesi, 

martabat serta kehormatan anggota ditentukan oleh kode etik.
34
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Kode etik Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam 

melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik 

Pegawai Negeri Sipil dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 

yaitu PP No 42 Tahun 2004, sebagai pelaksana ketentuan Undang-

Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang 

diubah dengan Undang-Undang No 43 Tahun 1999.
35

 

Dalam PP No 42 Tahun 2004 itu dibedakan antara Etika PNS 

dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam 

bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sejawat 

atau sesama PNS.
36

  

Etika dalam bernegara meliputi: 

1) melaksanakan sepenuhnya pancasila dan UUD 1945 

2) mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara 

3) menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan 

publik Indonesia 

4) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam melaksanakan tugas 

5) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah 

yang bersih dan berwibawa 

6) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam 

melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah 
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7) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara 

secara efisien dan efektif 

8) tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak 

benar 

Sedangkan Etika Pegawai Negeri Sipil dalam berorganisasi adalah 

1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku 

2) menjaga informasi yang bersifat rahasia 

3) melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang 

4) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi 

5) menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang 

terkait dalam rangka pencapaian tujuan 

6) memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas 

7) patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja 

8) mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam 

rangka peningkatan kinerja organisasi 

9) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja 

Etika dalam bermasyarakat meliputi: 

1) mewujudkan pola hidup sederhana 

2) memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa 

pamrih dan tanpa unsur pemaksaan 

3) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta 

tidak diskriminatif 
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4) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat 

5) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 

melaksanakan tugas 

Etika terhadap diri sendiri meliputi 

1) jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak 

benar 

2) bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan 

3) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun 

golongan 

4) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan, dan sikap 

5) memiliki daya juang yang tinggi 

6) memelihara kesehatan rohani dan jasmani 

7) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga 

8) berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan 

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil 

1) saling menghormati sesama warga negara yang memeluk 

agama/kepercayaan yang berlainan 

2) memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS 

3) saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical 

maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun 

antarinstansi 

4) menghargai perbedaan pendapat 
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5) menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS 

6) menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS 

7) berhimpun dalam satu wadah korps Pegawai Republik Indoensia 

yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS 

dalam memperjuangkan hak-haknya 

Seorang PNS wajib menaati ketentuan tentang kode etik dan kode 

prilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil 

Negara, Kode etik dan kode prilaku dijelaskan dalam Pasal 5 UU No 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
37

 sebagai berikut: 

  Pasal 5 

1) Kode etik dan kode prilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN 

2) Kode etik dank ode prilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

berisi pengaturan prilaku agar Pegawai ASN: 

a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 

berintegrasi tinggi  

b) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 

c) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 

d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

e) melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau 

pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan 

                                                             
37
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 

pemerintahan 

f) menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara 

g) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 

bertanggung jawab, efektif dan efisien 

h) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya 

i) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 

kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait 

kepentingan kedinasan 

j) tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 

kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari 

keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang 

lain 

k) memegang teguh nilai dasar asn dan selalu menjaga reputasi 

dan integritas asn 

l) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai disiplin pegawai. 

e. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan 

dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai ASN dan memegang 

teguh nilai dasar yang selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, 

maka seorang PNS wajib melaksanakan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan mengenai disiplin PNS yang ketentuannya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

PNS.
38

 

Menurut Sinungan Muchdarsyah, disiplin didefinisikan secara 

berbeda-beda. Namun dari sejumlah pendapat disiplin dapat disarikan 

ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut
39

: 

1) Kata disiplin dilihat dari segi terminologisnya berasal dari kata 

latin “discipulus” yaitu seorang yang belajar; “discipline” yang 

berarti pengajaran, dan latihan. Pengertian discipline memiliki 

hubungan pengertian dengan disciple dalam bahasa Inggis, yang 

berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran.  

2) Disiplin merupakan latihan yang mengembangkan pengendalian 

diri, watak, atau ketertiban dan efisiensi. 

3) Disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan (obedience) terhadap 

ketentuan dan peraturan pemerintah atau etik, norma dan kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat.  

4) Disiplin identik dengan penghukuman (punishment) yang 

dilakukan melalui koreksi dan latihan untuk mencapai perilaku 

yang dapat dikendalikan (control behavior) 

                                                             
38
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Pengertian disiplin menurut Soegeng Prijodarminto adalah suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan atau ketertiban.
40

 Disiplin itu mempunyai 3 (tiga) 

aspek berikut: 

1) Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan 

tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian 

pikiran dan pengendalian watak. 

2) Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, 

kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman 

tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran 

bahwa ketaatan akan aturan, norma, criteria, dan standar tadi 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan 

3) Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, 

untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib. 

Dari pengertian tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa disiplin 

adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku 

perorangan, kelompok, atau masyarakat, yang berupa ketaatan 

terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma, dan 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin 

diartikan pula sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan falsafah suatu bangsa atau negara. Disiplin 

                                                             
40
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juga dipandang sebagai pola tingkah laku yang bercirikan adanya 

hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah 

menjadi etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

Disiplin membutuhkan adanya perilaku yang dikendalikan, serta 

adanya ketaatan. Sehingga dalam pelaksanaan disiplin ini 

membutuhkan pengorbanan, baik perasaan, waktu, kenikmatan, dan 

lain-lain. Disiplin bukanlah tujuan, melainkan sarana yang ikut 

memainkan peranan dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini adalah 

tujuan PNS dalam perannya sebagai Aparatur Sipil Negara.
41

 

Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 

mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Hukuman disiplin merupakan 

hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum 

kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Pelanggaran 

disiplin PNS yang dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar 

larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam 

maupun di luar jam kerja.
42
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Secara doktrinal, Logemann mengemukakan bahwa terdapat 5 

(lima) macam asas-asas penting, dalam hubungannya dengan 

kewajiban Pegawai Negeri Sipil,
43

 yaitu sebagai berikut:  

1) kewajiban yang terpenting dari pegawai adalah menjalankan 

pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. dalam menjalan tugas, harus 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan 

untuk jabatannya. 

2) tingkah laku di luar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan 

pegawai pada umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan 

masyarakat kepada pegawai pada umumnya. 

3) kepentingan jabatan harus diutamakan. 

4) pejabat wajib melakukan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai 

dengan kemampuannya 

Kewajiban yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil yang 

ditentukan dalam Pasal 4 PP No. 94 Tahun 2021 dan diuraikan secara 

doktrinal oleh Logemann tersebut, dalam kaitannya dengan 

perkawinan dan perceraian adalah menaati segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan; menjunjung tinggi kehormatan negara, 

pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil; menaati peraturan 

kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; serta tingkah 

laku di luar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai pada 
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umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat 

kepada pegawai pada umumnya.
44

 

2. Teori Poligami 

a. Pengertian Poligami 

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, polus 

yang artinya banyak dan gamos yang berarti perkawinan,
45

 atau 

gamein yang artinya kawin.
46

 dan dalam bahasa lain kata gami yang 

selaras dengan kata diatas yang artinya  isteri.
47

  Bila pengertian ini 

digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang 

banyak atau lebih dari seorang.
48

 Dalam bahasa Indonesia disebut 

permaduan dan dalam bahasa sunda disebut nyandung. Jadi poligami 

secara terminologi artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak 

atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama.
49

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami berarti 

ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini 

beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.
50

 Kata tersebut 

dapat mencakup poligami yang mana terbagi menjadi dua yaitu 

poligini dan poliandri. Poligini berasal dari kata polus berarti banyak, 
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dan gune berarti perempuan, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai 

lebih dari seorang isteri. sedangkan poliandri berasal dari kata polus 

yang berarti banyak, dan andros berarti laki-laki adalah seorang isteri 

yang mempunyai lebih dari seorang suami. Jadi, kata yang tepat bagi 

seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam 

waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun 

demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan 

poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari 

seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud 

poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.
51

 Dan dalam 

Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara 

seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan 

perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih.
52

 

Poligami dalam istilah fikih disebut dengan ta‟addud al-zawaj 

yaitu seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang.
53

 

pengertian tersebut senada dengan definisi yang dikemukakan oleh 

para sarjana hukum Islam yang mana telah sepakat mengatakan bahwa 

poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari 

seorang wanita.
54

 Namun batasan umumnya yang dibolehkan hanya 
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sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat 

tentang poligami yaitu (QS an-Nisa ayat 4) dengan batasan empat atau 

bahkan lebih dari sembilan istri.
55

 

Secara terminologis, Siti Musdah Mulia mendefenisikan poligami 

suatu ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari 

satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk 

perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.
56

 Dengan singkat 

Moch. Anwar menegaskan poligami adalah bersistri lebih dari satu
57

 

Dan defenisi poligami dikemukakan juga oleh WJS. Poerwadarminta 

yang menyebutkan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri 

lebih dari satu.
58

 

Berkaca dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa poligami 

adalah suatu ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak memiliki 

atau mengawini lebih dari satu lawan jenisnya dalam waktu yang 

bersamaan. dan maksud dari salah satu pihak itu adalah seorang suami 

yang memiliki lebih dari satu isteri (dalam Islam dibatasi hanya empat 

orang) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. dan 

masyarakat umum lebih mengenal poligami dari pada poligini 

walaupun secara pengertian sama. Dengan demikian, tidak disebut 
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poligami apabila perkawinan kedua yang dilakukan oleh sang suami 

tetapi sang isteri pertama telah meninggal dunia, atau telah 

diceraikannya. Begitu juga tidak disebut poligami apabila seorang 

perempuan mempunyai lebih dari satu seorang suami (poliandri). 

b. Poligami Dalam Islam 

Pada masa Pra-Islam, bangsa Arab mempunyai kebiasaan 

berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan zaman 

sekarang. Di masa sekarang, poligami terwujud hidup berdampingan 

lebih dari seorang istri. Mereka juga bebas menceraikan salah satu 

istrinya jika menghendaki. Tapi dalam masyrakat arab sebelum islam 

tidak dikenal adanya perceraian. Wanita merupakan obyek. Dalam 

perkawinan itu kaum laki-laki tidak pernah peduli apakah si wanita 

senang atau tidak dengan perkawinan yang dijalani. Bahkan poligami 

bagi mereka dapat mengangkat derajat kaum laki-laki, karena lelaki 

yang beristri lebih dari satu adalah laki-laki yang memiliki 

kemampuan secara materil. Karena itu, laki-laki yang beristri lebih 

dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena 

kemampuannya dalam masalah materil. Sementara kaum wanita yang 

suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena 

terangkat kedudukan suaminya.59 

Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah 

mempraktikkan poligami, malahan poligami yang tidak berbatas. 
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Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika 

itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku 

mempunyai istri sampai ratusan.  

Sejumlah riwayat juga menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang 

membatasi jumlah istri hanya empat orang, yakni QS an-Nisa‟(4):3. 

Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih 

dari empat agar meceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami 

maksimal hanya boleh punya empat istri. 

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tanpa batas tidak serta 

merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal 

poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal 

sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang 

dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal sebagai berikut.
60

 

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. 

Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di 

antaranya riwayat dari Naufal Muawiyah al-Dailami, ia berkata: “aku 

masuk Islam, dan aku memiliki lima orang istri. Lalu Rasulullah SAW  

berkata kepadaku pilihlah empat orang dari mereka yang kamu 

inginkan dan ceraikanlah yang lain”. Pada riwayat lain oleh Abu Daud 

dalam sanadnya, bahwa Umairah al-Asadi, ia berkata: “aku telah 

masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku 

mendiskusikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda 
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pilihlah empat dari mereka.” Riwayat serupa dari Imam Bukhari 

dalam sanadnya, “bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi telah masuk 

Islam, dan ia mempunyai sepuluh isteri, lalu nabi SAW bersabda 

kepadanya, pilihlah empat orang dari mereka.”
61

 

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus 

mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan 

poligami ini sangat berat, dan sebagian kelompok berpendapat hampir 

dapat dipastikan tidak ada yang dapat memenuhinya. Artinya, Islam 

memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-

laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia 

kala. Dengan demikian, terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam 

sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. 

Selain dari aspek sejarah, untuk mengetahui lebih jauh tentang 

poligami kita juga perlu melihat asbabun nuzul surat an-Nisa‟ ayat 3 

yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun 

berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak 

yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di 

Madinah setelah perang uhud. Kekalahan perang mengakibatkan 

banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan 

menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam 

komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim 

kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim 
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berada dalam keadaan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi 

harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.
62

 

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan di atas, muncul niat jahat 

di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai 

cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap 

anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu 

mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya 

agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. 

Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan 

mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada 

orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, 

sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak 

sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri, 

mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak 

yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar 

dan nafkah tidak diberikan. Bahkan harta mereka dirampas oleh suami 

mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri lain, yang jumlahnya lebih 

dari batas kewajaran.
63

 

Berdasarkan asbabun nuzul tersebut, para ulama fiqh sepakat 

bahwa ayat 3 surat an-Nisa‟ ini masih ada kaitannya dengan ayat 

sebelumnya yaitu ayat 2 an-Nisa. Pada ayat 2 surat an-Nisa‟ ini 

mengingatkan kepada wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa 
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mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak 

yatim yang baik dengan yang jelek melalui jalan yang tidak sah. 

Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim 

yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad 

baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak 

lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh 

mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta 

anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan 

orang lain. 

Jika ia takut tidak akan dapat memberi mahar yang selayaknya ia 

dapatkan (secara adil), maka ia dianjurkan untuk mengurung niatnya 

menikahi perempuan yatim tersebut dan dianjurkan memilih 

perempuan lain. Karena perempuan itu sangat banyak. Allah SWT 

tidak pernah mempersulit hamba-hambanya. Oleh karena itu, dia 

menghalalkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi satu hingga 

empat perempuan. akan tetapi, apabila laki-laki tersebut takut akan 

terjerumus pada perbuatan dosa (tidak dapat berbuat adil), maka ia 

diwajibkan untuk menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak 

yang dimiliknya.
64

 

c. Hukum Poligami 

Dalam Al-Qur‟an surah dan ayat yang kerap dijadikan dalil hukum 

poligami dan perintah untuk melakukan poligami oleh umat Islam 

adalah surat an-Nisa ayat 3: 
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   65   

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.” 

 

Memaknai ayat di atas, para ulama berbeda pendapat tentang 

hukum poligami. Menurut Imam yang empat, yakni Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟I dan Imam Ahmad bin Hambal, 

sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh). Menurut mereka seorang 

suami memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat 

orang istri. Akan tetapi diperbolehkannya tersebut memiliki syarat 

yaitu berlaku adil diantara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah 

atau gilirannya.
66

 

Para imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa 

berlaku adil, hendaknya beristri satu saja, karena itu jauh lebih baik. 

Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-

Sarakhsi dalam kitab al-Mabasut, bahwa poligami dibolehkan dan 

seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para 
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istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat An-Nisa‟ ayat 3 

dan hadist dari Aisyah ra yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi 

kepada istrinya, ditambah dengan ancaman bagi suami yang 

berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para istrinya.
67

 Ketika 

berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, al-Kasani, ulama 

madzhab Hanafi, menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, 

yakni berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan ini 

menjadi hak istri.68 Begitu juga dengan Imam Malik dalam kitab al-

Muawatta‟ dituliskan seorang pria bangsa saqif yang masuk Islam dan 

mempunyai isteri sepuluh, dan ternyata Nabi menyuruh 

mempertahankan empat dan menceraikan yang lainnya. maka dapat 

disimpulkan bahwa Imam Malik membolehkan poligami maksimal 

empat 69  serta Imam Syafi‟I dalam kita al-Umm, dituliskan Islam 

membolehkan seorang Muslim mempunyai isteri maksimal empat, 

berdasarkan al-Qur‟an dan Hadis Nabi.
70

 

Para ulama fiqh klasik juga berpendapat, bahwa Allah mengizinkan 

menikahi empat orang perempuan. Menurut mereka, walaupun 

diperbolehkan disini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin 
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ditunaikan, yaitu keadilan dalam kasih sayang, perasaan dan cinta, 

namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan 

akomodasi bisa ditunaikan izin untuk berpoligami menjadi sesuatu 

yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk 

mendukung ide ini adalah bahwa nabi sendiri pernah berkata 

hubungannya dengan ketidakmampuan berbuat adil dalam hal batin.
71

 

Demikian juga pendapat para ulama tafsir, baik al-Thabari yang 

berpendapat bahwa poligami adalah diperbolehkan selama bisa 

berlaku adil. Sedangkan ulama yang lain yaitu Abu Bakar Ahmad 

Ibnu Ali Al-Razi (Al-Jashshash) yang juga intensif mengupas 

poligami, berpendapat bahwa poligami bersifat mubah (boleh). 

Diperbolehkannya ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat 

adil di antara para istri.
72

 

Begitu juga Zamakhsyari berpendapat bahwa poligami adalah 

dibolehkan, bahkan pandangan jumlah perempuan yang boleh dinikahi 

bagi laki-laki yang berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat 

ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua 

tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Hal ini ditolak oleh 

Al-Qurtubi di dalam kutipan Khoiruddin Nasution, dimana Harist 

Ibnu Qois yang mempunyai delapan orang istri, ketika masuk Islam 

Nabi menyuruh memilih empat orang di antara mereka dan 

menceraikan sisanya. Adapun menurut Syaukani bahwa dengan 
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turunya surat An-Nisa‟ ayat 3, yakni menghapus kebiasaan orang 

Arab pra Islam yang menikahi perempuan tanpa batas.
73

 

Berbeda dengan ulama klasik, secara umum dapat dikatakan bahwa 

ulama pada era modern memperketat diperbolehkannya poligami, 

bahkan di antara mereka ada yang mengharamkannya, meskipun 

dibalik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang 

memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Alasan pemikiran 

modern melarang menikahi perempuan lebih dari satu, atau kalaupun 

membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak 

mungkin terpenuhi oleh suami, yaitu keadilan. 

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu 

perbuatan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, 

yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan 

bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini 

dalam bidang nafkah, mu‟amalah, pergaulan, serta pembagian malam. 

Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka 

diharuskan cukup satu saja.
74

 

Yusuf al-Qardawi membagi hukum poligami menjadi 3 macam, 

dengan ketentuan sebagai berikut:
75
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1) Boleh berpoligami 

Menurut Yusuf Qardhawi, ada 2 keadaan dimana poligami 

diperbolehkan yaitu: pertama, manusia yang kuat keinginannya 

untuk memiliki keturunan, akan tetapi istrinya tidak beranak 

(mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Kedua, laki-laki yang 

kuat syahwatnya, akan tetapi istrinya tidak kuat karena sakit atau 

karena haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya, sementara 

lak-laki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita. 

2) Makruh berpoligami 

Muslim menikah dengan satu istri yang menjadi penentram 

dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan 

tempat untuk menumpukkan isi hatinya. Dengan demikian tepatlah 

suasana sakinah, mawaddah wa rahmah, yang merupakan sendi-

sendi kehidupan suami istri menurut pandangan Al-Qur‟an. Oleh 

karena itu, ulama mengatakan orang yang mempunyai satu istri 

yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, 

dimakruhkan baginya untuk menikah lagi. Karena hal itu 

membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang 

haram. 

3) Haram berpoligami 

Yaitu bagi orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari 

nafkah untuk istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa 

berlaku adil di antara kedua istrinya. 
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Namun demikian Amer Ali memberi catatan bahwa teori poligami 

digunakan jika suatu masyarakat yang menuntut adanya situasi yang 

menghendaki demikian, misalnya jumlah perempuan yang melebihi 

laki-laki. Dengan ungkapan yang bebeda Fazlur Rahman menyatakan 

kebolehan berpoligami merupakan suatu pengecualian karena keadaan 

tertentu, sebab kenyataannya kebolehan tersebut muncul ketika terjadi 

perang, dimana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal 

suaminya. Untuk itu ada dua solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur‟an 

sehubungan dengan poligami. Pertama, bahwa poligami yang terbatas 

hukumnya boleh. Kedua, kebolehan berpoligami diatur dengan sebuah 

moral berupa keadilan. Dengan ini, Al-Qur‟an berharap agar suatu 

masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, demikian 

Fazlur Rahman.
76

 

Mu‟ammal Humaidy juga menyatakan kesimpulan bahwa Islam 

bukan menciptakan Undang-undang poligami, tetapi hanya membatasi 

poligami dengan jumlah tertentu. Al-Qur‟an tidak menyuruh poligami, 

tetapi hanya membolehkannya dengan persyaratan adil. Poligami 

merupakan solusi dan jaga-jaga (antisipasi), bukan sebaliknya 

membuat masalah. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan keadaan dimana 

dan kapan poligami ini dibutuhkan. Dan betapapun jeleknya poligami 

barangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan, maupun 
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keluarga dari pada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak 

diatur dengan ini.77 

Sedangkan menurut tokoh kontemporer, Muhammad Syahrur 

membolehkan poligami dengan menetapkan adanya syarat kuantitas 

dan kualitasnya. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah 

satu perempuan. Adapun syarat kualitasnya yaitu istri kedua, ketiga 

dan keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-

anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.78 

Di lain sisi, Muhammad Abduh berpendapat sebaiknya poligami 

dijauhi dan dihindari. Karena menurut realita yang ada bahwa 

poligami lebih menunjukkan dampak negatif daripada dampak positif 

dan yang banyak menanggung akibatnya adalah kaum wanita dan 

anak-anak. Meskipun tidak menafikan ayat yang membolehkan 

poligami, namun ia sangat menentang praktik poligami dalam 

masyarakat, di samping karena sulit merealisasikan keadilan bagi istri, 

sangat sulit juga membina masyarakat yang di dalamnya marak 

praktik poligami.79 Walaupun Abduh menentang praktik poligami, tapi 

ia tetap membolehkan poligami pada keadaan yang memaksa seperti 

tidak dapat mengandung. 
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Menurut at-Tahir al-Haddad,80 An-Nisa (4): 3 berhubung dengan 

An-Nisa (4): 129. Dengan turunnya ayat An-Nisa (4): 129, poligami 

mestinya harus dicegah. Konon, dalam ringkasan bukunya yang ditulis 

dalam bahasa Prancis, al-Haddad juga menulis Ar-Rum (30): 21, 

sebagai dasar larangan poligami. Maksudnya barangkali, bahwa 

tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah.
81

 

Sejalan dengan pandangan al-Haddad ini, Habib Bu Ruqaiba 

(ketika itu Presiden Tunisia) menulis dua alasan pokok untuk 

melarang poligami. Pertama, institusi budak dan poligami hanya boleh 

pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat 

berbudaya. Kedua, An-Nisa (4): 3, menetapkan bahwa syarat mutlak 

seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-

istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya nabi yang dapat 

berlaku adil terhadap istri-istrinya.
82

 

Pada pidato tanggal 10 Agustus 1956 yang disiarkan keseluruh 

penjuru Tunisia, Habib Bu Ruqaiba menjelaskan larangan poligami 

adalah satu pembaharuan yang sudah lama menjadi tuntutan. Poligami 

adalah hal yang tidak mungkin diizinkan pada abad ke-20 dan tidak 
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mungkin dilakukan seorang yang mempunyai pikiran benar. Keluarga 

adalah tonggak (fondasi) masyarakat, dan keluarga dapat berhasil 

dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai 

antara pasangan. Salah satu upaya untuk saling menghormati dan 

menghargai ini adalah nikah monogami. Karena itu, monogami bukan 

hanya ingin mengangkat harkat dan mertabat wanita, tetapi, lebih dari 

itu, untuk menciptakan saling menghargai dan menghormati antara 

pasangan (suami dan istri) sebagai usaha maksimal untuk melahirkan 

anak-anak yang baik.
83

 Akan halnya dengan poligami Nabi 

Muhammad SAW, menurut al-Haddad, bukan Tasyri‟ bagi umatnya. 

Poligami yang beliau lakukan adalah sebelum adanya tahdid (upaya 

pembatasan jumlah istri yang boleh dinikahi hanya maksimal empat 

orang).
84

 

Dari sisi lain Muhammad Abdul Rauf berpendapat, poligami Nabi 

Muhammad harus dilihat dan dipertimbangkan kondisi kapan beliau 

melakukannya. Ternyata selama 28 tahun dari umur 

perkawaninannya, atau umur 53 tahun, beliau monogami dengan 

Khadijah. Beliau melakukan poligami sepeninggal Khadijah, dan 

adanya tuntutan politik dan sosial, yang diikuti juga dengan tuntutan 

untuk membantu sejumlah penduduk Madinah (ketika itu disebut 

Yasrib) untuk mencapai ketentraman masyarakat (civil order).
85
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Al-Qasimi berpendapat bahwa hanya pria yang istimewa saja yang 

bisa melakukan poligami secara adil. Sedangkan Al-Maraghi dalam 

tafsirnya menyebutkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam 

keadaan darurat, misalnya karena istri mandul, suami memiliki 

kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu 

melayaninya, suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai 

kepentingan keluarga dan jumlah perempuan melebihi dari jumlah 

laki-laki.
86

 Pendapat senada disampaikan juga oleh Rasyid Ridho yang 

dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa poligami hanya diperbolehkan, 

bila dalam keadaan darurat, misalnya istri sedang mandul, sebab 

menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human 

investement yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal 

dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan 

yang shaleh yang selalu berdo‟a untuknya.
87

 

Amina Wadud
88

 berpendapat bahwa ayat poligami, An-Nisa‟ (4): 3 

Pertama, ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, 

yakni wali pria yang bertanggungjawab untuk mengelola kekayaan 

anak perempuan yatim harus berlaku adil dalam pengelolaan tersebut. 

Salah satu pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya 
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kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahi anak 

yatim.
89

 Kedua, menekankan keadilan, yakni mengadakan perjanjian 

dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, 

dan adil terhadap para istri 

Kaitan dengan An-Nisa‟ (4): 129, banyak mufassir modern 

berkesimpulan bahwa monogami sebagai perkawinan yang disukai 

Al-Qur'an. Mestinya ihwal saling melengkapi antara suami dan istri, 

membentuk keluaga yang penuh cinta kasih dan ketentraman, tidak 

mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah membagi cinta 

kepada lebih anak satu keluarga, demikian Amina.
90

 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa status hukum 

poligami menurut beberapa ulama klasik dan ulama kontemporer 

terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana para ulama klasik 

berpendapat bahwa poligami hukumnya boleh dengan syarat mampu 

berlaku adil terhadap para istri. Sedangakan mayoritas ulama 

kontemporer cenderung membatasi kebolehan poligami, dimana 

suami hanya boleh berpoligami jika dalam keadaan tertentu saja atau 

disebut juga dalam keadaan darurat, adapun dalam keadaan normal 

Islam menghendaki monogami. Di samping itu, sebagian ulama 

kontemporer justru cenderung mengharamkan poligami. 
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Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukum poligami secara 

garis besar terbagi tiga yaitu: membolehkan poligami, haram poligami 

dan membolehkan poligami dengan syarat yang ketat. 

d. Alasan-alasan Poligami 

Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka 

akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai 

motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan 

seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian 

kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan 

meningkatkan mutu gen melalui regenarasi sebagaimana dikatakan 

oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura. 

Motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah SAW, 

berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan 

perjuangan menegakkan ajaran beliau.91 

Abu Azzam Abdillah menulis dalam bukunya yang berjudul “Agar 

Suami Tak Berpoligami”, bahwa alasan biologis
92

 bisa menjadi 

penyebab dilakukannya praktek poligami. Alasan biologis yang 

dimaksudkan Azzam Abdillah, antara lain: 

1) Isteri yang sakit 

                                                             
91

 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan dikutip dari: Aa Sofyan, “Analisis Pemikiran 

Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami” dalam Hukum Keluarga Islam, Volume 1. No. 1., 

(2016), h. 10 

92
 Abu Azzam Abdillah, Agar Suami Tak Berpoligami, (Bandung: Ikomatuddin Press, 

2007), h. 23 



53 

  

 

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak 

memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. 

2) Hasrat seksual yang tinggi 

Sebagian kaum pria memiliki geirah dan hasrat seksual 

yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak 

cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.  

3) Rutinitas alami setiap wanita 

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan 

menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan 

salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar 

menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. 

Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, 

beberapa hari saja istrinya mengalami rutinitas tersebut, 

dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami 

menajadi pilihannya. 

4) Masa subur pria lebih lama 

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama 

dibandingkan wanita. Pernyataan senada disampaikan oleh Ali 

Ahmad al- Jarjawi bahwa seorang laki-laki akan tetap mampu 

berproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya 

kedelapan puluh tahun. Di lain sisi terungkap bahwasanya seorang 

wanita bila telah mencapai usia lima puluh atau lima puluh lima 

tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa menopause. 
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Rahmat Gakim juga menambahkan bahwa faktor sosial menjadi 

alasan untuk berpoligami. Adapun faktor sosial yang dimaksudkan 

Rahmat Gakim,
93

 sebagai berikut: 

1) Kemampuan ekonomi 

Inilah salah satu faktor poligami yang sering terjadi pada 

kalangan masyarakat modern sekarang ini, kesuksesan dalam 

bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, seiring 

menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan 

kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.  

2) Banyaknya jumlah wanita 

Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi 

laki-laki, hal tersebut terjadi akibat terjadinya perang dan banyak 

laki-laki menjadi korban, akibatnya jumlah wanita lebih banyak 

sedangkan jumlah lakilaki berkurang, hal ini merupakan masalah 

yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah 

wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian 

sekaligus pemecahannya. Bentuk pemecahan dari masalah tersebut 

adalah dengan berpoligami. 

Demikianlah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi 

pertimbangan kawin poligami itu, jika penulis simpulkan maka 

terdapat faktor-faktor yang kerap dijadikan alasan untuk berpoligami 
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yaitu, faktor biologis, faktor sosial, dan faktor internal rumah tangga 

(kemandulan istri, istri yang lemah dan sikap buruk istri).  

Namun, untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak 

disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan 

tujuan perkawinan menurut ajaran Islam. Maka negara Indonesia 

melakukan penertiban bagi seseorang yang ingin melakukan praktik 

poligami, dan penertiban tersebut tidak sampai menutup  pintu 

poligami yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan di Indonesia 

diartikan pada Pasal 1
94

 sebagai berikut: 

Pasal 1 

Perkawinan ialah ikatan lahit bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Mahaesa.  

Dalam konteks Indonesia yang mempunyai Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan di Indonesia 

berazaskan monogami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU 

Perkawinan,
95

 sebagai berikut:  

Pasal 3 
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1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami. 

2) Pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk 

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak 

yang bersangkutan 

Apabila suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin 

dari pengadilan tempat dimana ia tinggal. kemudian, Izin dari 

pengadilan dapat diberikan kepada suami yang ingin berpoligami jika 

sang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, selanjutnya sang 

isteri mendapatkan cacat badan dan penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan serta isteri tidak bisa memberikan keturunan. 

Sebagaimana pada Pasal 4 UU Perkawinan, 
96

 sebagai berikut: 

Pasal 4 

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri dari seorang, sebagaimana 

tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. 

2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan 

izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang 

apabila: 

a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 
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b) isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan 

e. Syarat-syarat Poligami 

1) Jumlah isteri dalam poligami 

Menurut mazhab ahli sunnah, seorang laki-laki tidak boleh 

menikah dengan lebih dari empat orang isteri dalam satu waktu, 

walaupun dalam masa iddah seorang isteri yang dia talak.
97

 

Namun, ada pula yang mengatakan bahwa poligami boleh 

dilakukan sampai Sembilan orang, yaitu pendapat dari Syi‟ah, 

Rafidhah, dan Ahlu Zhahir. Bahkan di antara mereka itu ada yang 

berpaham lebih jahat lgi, yaitu memperkenankan kawin 12 orang 

sekaligus.
98

 yang lebih parah golongan Zhahiriyah berpendapat 

boleh sampai delapan belas.  

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat )  ََٰن  ْ ث مَ

  ۖ عَ  رُبَ وَ ثَ  لََ ثُ  dalam ayat 3 surat An-Nisa‟. „Ulama ahli bahasa (وَ

sepakat, bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat hitungan, yang 

masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu, Matsna 

berarti: dua,dua; tsulatsa berarti: tiga,tiga: ruba‟a berarti: 

empat,empat. Jadi maksud ayat “kawinilah perempuan-perempuan 
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yang kamu sukai, sesukamu dua-dua, tiga-tiga atau empat-

empat.
99

 

Zamakhsyari berkata: Omongan ini ditujukan kepada orang 

banyak, yang harus diulang supaya masing-masing orang yang 

hendak kawin itu berkehendak poligami sesuai dengan hitungan 

itu. Misalnya engkau mengatakan kepada orang banyak: Bagilah 

uang ini seribu dirham misalnya dua dirham dua dirham,  tiga 

dirham tiga dirham, atau empat dirham empat dirham. Kalau 

omongan itu disebutkan dalam bentuk tunggal (ifrad), maka tidak 

mempunyai arti, misalnya engkau mengatakan: Bagilah uang 

sebanyak ini dua dirham. Omongan semacam itu tidak bermakna. 

Tetapi jika engkau mengatakan dua dirham dua dirham, maka 

maknanya berarti: masing-masing mendapatkan dua dirham saja, 

bukan empat dirham.
100

 

Pendapat kawin Sembilan itu boleh, karena dalam ayat itu 

dipergunakan wawu (dan) liljam‟I untuk menggabungkan, yaitu 

digabung 2+3+4=9. Sedangkan menurut Zhahiriyah adalah 

delapan belas, karena huruf wawu dalam kalimat tersebut 

dimaknai dikali sehingga 2 x 3 x 4 =18.101  
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al-„Allamah al-Qurtubi berkata: Ketahuilah, bahwa 

bilangan disini (matsna, tsulatsa, ruba‟a) tidak menunjukkan 

dibolehkannya kawin Sembilan, sebagaimana faham orang yang 

jauh dari pengertian Qur‟an dan Sunnah, dan menentang apa yang 

telah menjadi kesepakatan „ulama-„ulama terdahulu dari ummat 

ini, dengan anggapan bahwa wawu di sini adalah liljam‟I dan 

dikali. juga beralasan dengan fi‟liyah Nabi SAW. yang kawin 

Sembilan orang. semuanya ini menunjukkan kebodohanya akan 

bahasa dan sunnah, serta menyalahi ijma‟. Sebab tidak pernah 

terdengar di kalangan sahabat maupun thabi‟in yang kawin 

sekaligus lebih dari empat orang.
102

 Pendapat ini dikuatkan dengan 

qarinahnya yaitu hadis Nabi SAW tentang seorang pria bangsa 

Tsaqif yang masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri. Mengenai 

hal itu Nabi lantas menyuruh pria itu untuk memilih empat di 

antara sepuluh istrinya. Sabda Nabi SAW riwayat at-Tirmidzi 

sebagai berikut: 

ثَ نَا ىَنَّ  ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِْ عَرُوْبةََ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّىْريِِّ ادٌ، قَالَ: حَدَّ

عَنْ سَالِِِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، انََّ غَيْلََنَ بْنَ سَلَمَةَ الث َّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَوُ عَشْرُ 

أَسْلَمْنَ مَعَوُ، فَأَمَرَهُ النَّبُِّ صَلَّي اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اَنْ يَ تَخَي َّرَ أَرْبَ عًا نِسْوَةٍ فِ الْْاَىِلِيَّةِ، فَ 

هُنَّ   مِن ْ

Artinya: “Dari Hannad, dari Abdah, dari Sa‟id bin Abu Arubah, 

dari Ma‟mar, dari az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, 
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dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi 

masuk Islam, dan ketika itu ia mempunyai sepuluh istri 

dari masa  jahiliyah, para isterinya pun masuk Islam 

bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkannya 

untuk memilih empat orang dari kesepuluh isterinya 

tersebut.”103 

 

2) Dapat berlaku adil 

Adapun dasar untuk berlaku adil sebagai syarat kobolehan 

poligami yang dijadikan para ulama adalah firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 129, yang berbunyi: 

                            

                              

       ٔٓ4   

 
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

 

                             

                          

 ٔٓ5   

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin 
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berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Jika dilihat dari kedua ayat di atas, pada ayat 3 surat An-

Nisa‟ menjelaskan kebolehan poligami dengat syarat berlaku adil, 

namun apabila takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah 

seorang wanita saja. Sedangkan pada ayat 129, menjelaskan 

bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-

istrinya. Sepintas kedua ayat tersebut kelihatannya bertentangan, 

di satu sisi An-Nisa‟ ayat 3 membolehkan poligami dengan syarat 

adil, sedangkan pada sisi yang lain An-Nisa‟ ayat 129 menafikan 

kemampuan berlaku adil. Maka, di sini perlu memahami kedua 

ayat di atas dengan baik dan benar tentu melalui pemahaman para 

ulama. Ternyata para ulama juga berbeda dalam memahami 

konsep adil dalam poligami berdasarkan kedua ayat di atas. 

Imam Syafi‟i, As-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan 

keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya 

menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau 

di siang hari.106  Persyaratan demikian, nampak sangat longgar 

dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang 

ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup 

fisik dan non fisik, oleh Syafi‟i dan ulama-ulama Syafi‟iyyah 
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serta orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya 

menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih daripada 

itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah 

yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek 

poligami. 

Rasyid Ridha berpendapat yang dikutip oleh Masyfuk 

Zuhdi. Bahwa suami diizinkan berpoligami dengan syarat harus 

bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu 

tinggalnya.
107

 Diperjelas oleh Muhammad Husein al-Dzahabi 

yang mendefenisikan keadilan poligami yaitu adanya persamaan 

dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama 

istri dalam batas mampu yang dilakukan oleh manusia. 

Sedangkan Mustafa al-Siba‟i mengatakan bahwa keadilan yang 

diperlakukan dalam poligami adalah keadilan material seperti 

yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, 

minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan 

material istri 

Menurut Wahbah az-Zuhaily bahwa syariat menetapkan 

dua syarat inti bagi bolehnya poligami, diantaranya kesanggupan 

untuk berlaku adil terhadap para istri. Keadilan yang dimaksud 

az-Zuhaily adalah keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan 

oleh manusia. Yaitu berlaku adil terhadap istri dari segi materi, 
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 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam dikutip dari: Abdul 
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yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Namun 

jika khawatir akan berlaku zalim atau tidak mampu berlaku adil di 

antara para istri maka cukup memiliki satu istri saja.108 

Keadilan yang dimaksud sebagai syarat poligami bukanlah 

sama rata dalam perasaan, cinta dan kecenderungan hati. Karena 

itu adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu 

dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara 

yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, 

misalnya rasa cinta dan rasa benci. Akan tetapi, rasa takut 

penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah 

diprediksi. Oleh karena itu, syariat mengingatkannya di dalam 

surat An-Nisa‟ ayat 129. Ayat tersebut menegaskan syarat adil, 

serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman terhadap istri dengan 

meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-

katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang istri yang memiliki 

hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus sebagai perempuan 

yang diceraikan, demikian az-Zuhaily.109 

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis 

merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat 

adil di antara istri-istrinya dalam masalah makan, minum, 

pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin 

akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut 
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 Wahbah az-Zuhaily, op. cit., h. 162 
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secara adil dan imbang, maka haram baginya menikahi lebih dari 

seorang.110 

Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi di atas, Sayyid 

Sabiq pun memaknai adil yang dituntut dalam poligami ialah 

dalam urusan sandang, pangan, papan, tempat tinggal, dan segala 

hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan antara isteri 

yang kaya dengan yang miskin, isteri yang berasal dari keturunan 

ningrat, atau isteri yang berkasta rendah. jika seorang laki-laki 

khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi 

hak-hak para isteri secara keseluruhan, maka haram baginya 

berpoligami.111 Dan Sayyid termasuk ulama yang tidak setuju jika 

syarat keadilan dalam poligami harus dimaknai adil dalam hal 

cinta dan kasih sayang karena itu di luar kemampuan seseorang. 

Ulama fiqh juga berpendapat bahwa adil terhadap istri-istri 

yang dipoligami, tidak hanya dalam hal makan, minum, pakaian 

dan tempat tinggal. Tetapi juga adil dalam menggilir istri-istri, 

masing-masing istri berapa lama. Jika istri yang satu mendapat 

satu malam, maka suami juga harus menggilir istri lainnya satu 

malam. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi: 
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 Yusuf Qordhawi, Halal dan Haram dalam Islam, alih bahasa oleh Mu‟ammal Hamidy 

(Singapura: PT Bina Ilmu, 1993), h. 260-261 
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هَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَ اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ي َّقْسِمُ لنِِسَا  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

ئوِِ، فَ يَ عْدِلُ، وَيَ قُوْلُ: الَلَّهُمَّ ىَذَا قَسْمِي فِيْمَا امَْلِكُ، فَلََ تَ لُمْنِِ فِيْمَا تََلِْكُ وَلََ 

حَ التِِّْ مِذِيٌّ اِرْ سَالَوُ امَْلِكُ. رَوَاهُ الََْرْب َ  حَوُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْْاَكِمُ، لَكِنْ رَجَّ  عَةُ، وَصَحَّ

Artinya: “Dari Aisya ra, ia berkata sesungguhnya Rasulullah 

SAW. selalu membagi giliran terhadap para istrinya 

dengan adil. Dan bersabda:“ya Allah, inilah adalah 

pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka 

janganlah engkau mencela dengan apa yang Engkau 

miliki yang tidak aku miliki.” (HR. Al-Arba‟ah. Hadis 

shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. At-tirmidzi 

menilainya sebagai hadis mursal).”112 

 

Namun mengenai hal di atas, para ulama membedakan 

masa bergilir antara istri baru yang gadis dengan istri baru yang 

janda. Bagi istri yang dinikahi dalam kondisi gadis atau belum 

pernah menikah sebelumnya, maka jatah bergilirnya selama tujuh 

hari. Sedangkan jatah bergilir bagi istri baru yang sudah pernah 

menikah atau janda, selama tiga hari. Pendapat ini disandarkan 

pada hadis Nabi yang berbunyi: 

عَنْ انََسٍ رَضِيَ اُلله عَنْوُ قَالَ: مِنَ السُنَّةِ اِذَا تَ زَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الث َّيِّبِ اقََامَ 

فَقٌ عَلَيْوِ، عِنْدَ ىَا سَ  عًا، ثَُُّ قَسَمَ، وَاِذَا تَ زَوَّجَ الث َّيِّبَ اقََامَ عِنْدَىَا ثَلََثًً، ثَُُّ قَسَمَ. مُت َّ ب ْ

 وَاللَّفْظُ للِْبُخَاريِِّ 

Artinya: “Dari Annas ra, ia berkata: “Menurut sunnah, apabila 

seorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya 

ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi 

giliran. Apabila dia menikah lagi dengan janda, 
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hendaknya ia diam dengannya selama tiga hari, 

kemudian membagi giliran.” (Muttafaq Alaih dan 

lafaznya menurut Al-Bukhari).”113 

 

Di samping menggilir istri, adil poligami juga berlaku pada 

saat melakukan bepergian. Untuk itu diperlukan undian bagi 

suami yang mempunyai lebih dari satu orang istri saat ia 

menghendaki bepergian. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut 

ini: 

هَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اِلله  صَلَّ اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أِذَا أَرَادَ سَفَرًا اقَْ رعََ بَ يَْْ نِسَائوِِ، وَعَن ْ

فَقٌ عَلَيْوِ   فَأَي َّتُ هُنَّ خَرجََ سَهْمُهَا خَرجََ بِِاَ مَعَوُ. مُت َّ

Artinya: “Darinya (Aisyah), ia berkata, “Rasulullah SAW bila 

ingin bepergian, beliau mengundi antara isteri-isterinya, 

maka siapa yang undiannya keluar, beliau keluar 

bersamanya.” (Muttafaq Alaih)”114 

 

Berbagai pendapat di atas, para ulama cenderung 

memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan 

angka-angka. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang 

berpandangan bahwa keadilan yang disyaratkan Al-Qur‟an adalah 

keadilan yang bersifat kualititaf seperti kasih sayang, cinta dan 

perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. 

Ayat Al-Qur‟an mengatakan: “Jika kamu khawatir tidak bisa 

berbuat adil, maka kawinlah satu istri saja..” QS. An-Nisa (4): 3. 

Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak 

mampu memberikan hak-hak istrinya, rusak struktur rumah 
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tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga 

tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah 

tangga adalah saling menyayangi antara anggota keluarganya.115 

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif 

adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. 

Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak 

atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang 

dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, 

karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam 

membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat 

naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami lebih tertarik 

pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal semacam 

ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.116 

Al-Maraghi berpendapat bahwa yang terpenting ialah 

adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun perkara di 

luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan untuk 

dilaksanakan. Yaitu kemampuan hati untuk membagi kasih 

sayang yang sama rata kepada setiap istri. 

Pendapat Al-Maraghi di atas tidak jauh berbeda dengan 

ulama tafsir asal Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang 

memaknai adil dalam poligami dalam hal material saja. 
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Sedangkan keadilan immaterial sebagaimana yang dimaksudkan 

surat An-Nisa‟ ayat 129 tidak mungkin tercapai oleh kemampuan 

manusia. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami dituntut tidak 

memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepeda 

yang dicintai.117 

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna 

keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi 

biasanya bersandar pada ayat 129 surat An-Nisa‟ yang 

menegaskan “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 

antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat mengendaki 

demikian”. Namun dengan ayat ini pula kelompok yang lain 

memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri 

(seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut 

kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan 

maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak 

dianjurkan dalam Islam. Pendapat yang demikian dinyatakan oleh 

Muhammad Thaha dan Fazlurrahman. 

Menurut Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami 

adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya 

mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam 

mendapat kecenderungan hati. Sedangkan Fazlurrahman 

berkomentar berkaitan dengan firman Allah surat An-Nisa‟ ayat 3 
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yang menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa suami 

harus mampu berlaku adil. Ayat ini juga diikuti penegasan “jika 

kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, cukuplah hanya dengan 

seorang istri”. Selanjutnya pada surat An-Nisa‟ ayat 129 

ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil 

di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menghendaki 

demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa Al-Qur‟an 

sebenarnya adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan 

ayat 3 An-Nisa‟ dan 129 dari pengertian yang kontradiktif. 

Dari berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam 

perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa sebagian besar 

ulama memaknai keadilan sebagai syarat dalam perkawinan 

poligami adalah pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. 

Sebagaimana yang dikemukan oleh Imam Syafi‟i, as-Sarakhasi, 

al-Kasani, Muhammad Husein al-Dzahabi, Mustafa al-Siab‟i, 

Wahbah az-Zuhaily, Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, 

Abdurrahman al-Jaziri, dan M. Quraish Sihab. Hal ini menjadikan 

poligami lebih mudah dilakukan atau poligami menjadi sistem 

perkawinan yang bisa terealisasikan di dalam kehidupan. 

Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal kualitatif 

atau dalam bahasa M. Quraish Shihab keadilan Immaterial seperti 

cinta dan kasih sayang, sebagaimana halnya yang dikemukakan 

Muhammad Abduh, Muhammad Thaha dan Fazlur Rahman di 
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atas, maka poligami menjadi suatu yang tidak mungkin 

dilaksanakan. Padahal Allah SWT menjanjikan dalam surat Al-

Baqarah ayat 286: 

118
  ۖ ا  هَ عَ وُسْ لََّ  إِ ا  سً فْ  َ ن  ُ للََّّ ا فُ  لِّ كَ يُ  لََ 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya.” 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ketetapan hukum 

yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW melalui 

malaikat Jibril as sebagai pedoman hidup manusia merupakan 

suatu ketetapan yang bisa untuk dijalankan, terlepas ada sebagian 

manusia yang menganggap berat atas ketetapan hukum tersebut. 

3) Mampu memberikan nafkah 

Secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu 

istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya 

kemampuan untuk mendatangkan fasilitas perkawinan dan 

biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib 

kepada istri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:119 

بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ   يََ مَعْشَرَ الشَّ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang 

mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka 

hendaknya dia kawin..” 
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Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa kemampuan 

memberikan nafkah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh 

seorang suami yang ingin berpoligami. Islam tidak menghalalkan 

terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan 

kalau tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi 

orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang yang 

ingin berpoligami. 

Begitu juga dengan Rasyid Ridha, yang dikutip oleh 

Masyfuk Zuhdi, bahwa suami diizinkan berpoligami dengan 

syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua 

keluarga.
120

 Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya 

hanya tiga orang, maka ia haram menikahi isteri untuk yang 

keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya 

dua orang, maka ia haram menikahi isteri untuk yang ketiganya, 

dan begitu juga seterusnya. Jika suami khawatir berbuat zalim dan 

tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram 

melakukan poligami.
121

 

Dari beberapa pandangan ulama yang telah disebutkan di atas, 

dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang akan berpoligami 

harus memenuhi syarat di antaranya: jumlah istri maksimal empat 

orang, mampu berlaku adil, dalam hal ini yang dimaksud dengan adil 

poligami ialah adil dalam hal yang bersifat material dan terukur. 
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Selanjutnya, mampu memberikan nafkah, hal ini wajib 

dipertimbangkan bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami karena 

dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana 

yang berlaku di Indonesia, ternyata juga mengatur tentang syarat 

poligami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan
122

 dijelaskan: 

Pasal 5 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, 

harus dipenuhi syarat-syarat berikut:  

a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri: 

b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka: 

c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka 

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya 

selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-
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sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 

Pengadilan 

Dalam melaksanakan apa yang menjadi syarat-syarat untuk 

berpoligami. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 UU Perkawinan. 

Maka dalam pelaksanaanya terdapat dalam Pasal 41 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,123 sebagai berikut: 

Pasal 41 

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 

a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami 

kawin lagi, ialah: 

1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

isteri; 

2) bahwa isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan; 

3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan 

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan 

lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan 
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c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin 

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan 

memperlihatkan: 

1) surat keterangan mengenai pengasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau  

2) surat keterangan pajak penghasilan;  

3) atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh 

pengadilan; 

d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 

untuk itu. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang syarat-

syarat untuk berpoligami yang tidak jauh berbeda dalam UU 

Perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55
124

 sebagai 

berikut: 

Pasal 55 

1) beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas 

hanya sampai empat isteri. 

2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu 

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
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3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang 

f. Hikmah Poligami 

Islam membolehkan poligami bertujuan untuk suatu kemaslahatan 

yang timbul akibat kondisi kehidupan. Berpoligami bukanlah suatu 

yang wajib dan juga bukan suatu yang disunnahkan sebagaimana 

anggapan sebagian orang, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. 

Kebolehan poligami bukanlah suatu pembolehan yang tanpa makna 

atau hikmah. Walaupun hikmah hakikinya hanya Allah yang tahu, 

namun para ulama fiqh mencoba untuk mencari tahu dan menuliskan 

dalam kitab fiqh mereka apa-apa hikmah yang terkandung dalam 

kebolehan poligami, misalnya Sayyid Sabiq dalam kitabnya 

berpendapat bahwa poligami mempunyai banyak hikmah, di 

antaranya:
125

 

1) Salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah SWT 

kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dan 

pembatasan untuk menikahi empat perempuan saja. Artinya, 

seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu 

perempuan dalam satu masa dengan syarat ia dapat berlaku adil 

pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal, 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun apabila seorang 

laki-laki takut terjerumus kepada perbuatan zalim ( tidak adil) dan 
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tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri-isterinya, 

maka haram baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Bahkan 

jika seorang laki-laki takut berbuat aniaya dengan 

ketidakmampuannya memenuhi hak satu orang isteri, diharamkan 

baginya menikah sampai ia benar-benar siap dan mampu untuk 

menikah 

2) Memperbanyak populasi umat Islam. agar dapat membangkitkan 

dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia bahwa Islam 

adalah risalah kemanusiaan yang agung. Dengan populasi 

penduduk yang tinggi, dimana pada setiap bidang kegiatan 

terdapat ahli-ahli yang menanganinya. maka akan memiliki 

pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti 

bala tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan, 

dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong 

eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta 

menjaga kewibawaan dan kekuatan negara tersebut. 

3) Negara sebagai pendukung risalah Islam sering kali dihadapkan 

kepada bahaya peperangan (jihad) sehingga sebagaian besar 

penduduknya menjadi korban (meninggal). Oleh karena itu, 

perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati syahid 

harus selalu diperhatikan. Satu-satunya cara untuk melindungi 

janda-janda tersebut tak lain dengan menikahi mereka. Salah satu 

cara untuk mengobati rasa kehilangan mereka adalah dengan 
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lahirnya keturunan yang banyak, dan poligami adalah salah satu 

cara untuk memperbanyak keturunan. 

4) Mengantisipasi jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih 

banyak dari jumlah laki-laki yang ada. Kesenjangan jumlah laki-

laki dan perempuan ini mengharuskan poligami dalam rangka 

melindungi dan mengayomi kelebihan jumlah perempuan yang 

ada. Jika poligami tidak tidak diberlakukan maka hal itu dapat 

menjerumuskan perempuan ke dalam perbuatan nista dan 

menyeleweng yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan 

runtuhnya moral (menjadikan mereka sebagai penyakit 

masyarakat), dan dapat mengakibatkan para perempuan tenggelam 

dalam derita kesepian dan kesendirian, tanpa pendamping hidup. 

Kondisi seperti ini akan menghabiskan kekuatan dan semangat 

mereka sehingga kekayaan potensi manusia pada diri mereka 

hilang sia-sia. 

5) Kesanggupan laki-laki untuk berkeluarga lebih besar dibanding 

kesanggupan perempuan dalam hal ini. Laki-laki siap untuk 

melakukan hubungan seksual semenjak usia balig sampai tua, 

sedangkan perempuan tidak siap melakukannya di masa haid 

(yang terkadang sampai sepuluh hari) dan nifas ( sekitar empat 

puluh hari), ditambah lagi masa kehamilan dan menyusui. 

Kesanggupan perempuan untuk melahirkan melahirkan berakhir 

sekitar umur 45 sampai 50 tahun, padahal laki-laki masih subur 
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(dapat membuahi) bahkan setelah umur 60 tahun. Tnetu saja 

keadaan seperti ini perlu mendapat perhatian dan solusi yang sehat 

dan baik, dan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh. 

6) Adakalanya seorang isteri mandul atau terkena sakit menahun 

(yang tak mungkin dapat disembuhkan). Dalam kondisi ini, sang 

isteri masih ingin mempertahankan kelangsungan pernikahannya, 

sedangkan sang suami ingin sekali memiliki anak dan isteri yang 

dapat mengurus keperluannya dirumah, maka poligami adalah 

solusi terbaik dan sangat pantas untuk diterima. Seseorang yang 

masih memiliki hati nurani dan perasaan yang sehat tentunya tidak 

akan menolak dan pasti menyetujui solusi ini. 

7) Terkadang ada sebagaian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara 

psikis maupun fisik yang memiliki gairah seksual tinggi sehingga 

satu perempuan saja tidak akan dapat memuaskannya. Terutama 

sekali bagi orang-orang yang hidup di daerah Tropis (berudara 

panas). Daripada laki-laki yang sudah beristeri tersebut mencari 

pemuasan nafsu pada perempuan yang moralitasnya tidak bisa 

dipertanggungjawabkan, alangkah lebih baik jika ia diperbolehkan 

menyalurkan naluri seksualnya kepada perempuan yang memang 

sudah dihalalkan untuknya, yakni dengan cara menikah lagi. 

8) Dalam pertimbangan waktu dan tempat terdapat hikmah yang 

dapat diambil, seperti halnya pertimbangan kondisi masing-

masing individu yang bersangkutan. kedua hal diatas sudah 
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seharusnya diperhatikan. Perlindungan atas kemashlahatan sesuatu 

umat misalnya dengan cara memperbanyak jumlah penduduk 

sebagai persiapan pasukan jika suatu saat terjadi peperangan, atau 

dengan maksud penegakkan negara merdeka merupakan salah satu 

tujuan terpenting dalam syariat poligami. 

9) Adanya sistem dan syariat poligami di dunia Islam merupakan 

sebuah keutamaan besar dalam menjaga kelestarian ajaran Islam 

secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan 

kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang 

menolak dan tidak mengakui poligami. 

a) tersebarnya kejahatan dan praktik pelacuran, di mana jumlah 

pelacur lebih banyak dari pada jumlah perempuan yang 

bersuami. 

b) lahirnya anak-anak haram (dalam jumlah yang besar), di mana 

persentasenya di sebagian daerah mencapai 50% dari 

keseluruhan jumlah anak yang dilahirkan. 

c) hubungan yang tidak baik ini mengakibatkan berbagai macam 

penyakit fisik, goncangan jiwa, dan gangguan syaraf. 

d) hal ini juga berpengaruh pada kelemahan dan kelumpuhan 

mental sang anak 

e) hubungan suami isteri menjadi rusak, kehidupan berumah 

tangga terganggu, serta ikatan kekeluargaan terputus hingga 

segalanya menjadi tak bernilai dan tidak berharga 
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f) munculnya keraguan atas nasab anak yang diasuh, sehingga 

para suami tak dapat menyakini secara pasti bahwa anak yang 

diasuhnya adalah darah dagingnya sendiri 

Beberapa fenomena dekadensi moral yang disebutkan di atas 

merupakan akibat alamiah dari sikap menyalahi fitrah dan 

menentang ajaran Allah SWT 

Berbeda dengan Nabi SAW yang mana Allah SWT 

mengkhususkan untuk Nabi dengan sesuatu yang tidak diberikan 

kepada kaum mukmin lainnya, yaitu beliau diperbolehkan beristeri 

lebih dari empat. Yang mana hikmah kebolehan Rasulullah beristeri 

lebih dari empat, dikemukakan oleh Abbas Mahmud al-Aqqad,
126

 

sebagai berikut: 

1) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Semua 

isteri Nabi yang berjumlah Sembilan itu dapat dijadikan sumber 

informasi bagi umat Islam yang hendak mengetahui ajaran-ajaran 

nabi dan praktik kehidupan beliau dalam berkeluarga, 

bermasyarakat, terutama masalah rumah tangga 

2) Untuk kepentingan politik, yaitu mempersatukan suku-suku 

bangsa Arab dan sekaligus menarik mereka masuk Islam. Seperti 

perkawinan Nabi dengan Juwairiyah putri al-Harist, kepala suku 

bani al-Mughaliq dan Syafiyah, seorang tokoh dari Bani 

Quiraizhah dan Bani al-Nadhir 
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3) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Seperti perkawinan 

beliau dengan janda dermawan bernama Khadijah dan janda 

pahlawan Islam seperti Saudah binti Zuma‟ah (suaminya 

meninggal setelah kembali dari hijrah ke Abesenia), Hafsah binti 

Umar (suaminya gugur pada perang badar), Hindun Ummu 

Salamah (suaminya gugur diperang uhud) 

3. Teori Mashlahah 

a. Pengertian Mashlahah 

Secara etimologi kata Mashlahah (مصلحت) berasal dari kata kerja 

bahasa arab (مصلحت) atau (صُلْحًب) menjadi ( َصَلَح) - ( ُُيَصْلح) yang berarti 

baik atau bagus.
127

 ia adalah mashdar dengan arti kata ( ْصَلََح), yaitu 

manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.
128

 Dari sudut pandang 

ilmu saraf (morfologi), kata “mashlahah” satu wazn (pola) dan makna 

dengan kata manfa‟ah. kedua kata ini (maslahah dan manfa‟ah) telah 

diIndonesiakan menjadi maslahat dan manfaat.
129

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

mashlahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. 

Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, 

kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut 

diartikan dengan guna, faedah. kata “manfaat” juga diartikan sebagai 
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kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.
130

 

Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun 

melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, 

ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan 

dan penyakit, semua itu bisa dikatakan mashlahah.
131

 

Secara terminologi mashlahah berarti “perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia.“ Dalam artinya yang umum 

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik 

dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan 

keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi 

setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan 

begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau 

mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan 

kemudharatan.
132

 hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali 

yang dikutip oleh Abd Rahman Dahlan, di dalam buku Ushul Fiqh 

yang mengemukakan, pada dasarnya kata al-mashlahah menunjukkan 

pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan 

(bahaya).
133
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Mashlahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat 

diterima oleh akal sehat. Yusuf Qardhawi yang mengutip pendapat 

„Abd al-Wahab Khalaf, berpendapat bahwa mashlahah merupakan 

metode penetapan hukum syariat yang tersubur untuk masalah yang 

tidak ada hukumnya, di dalamnya terdapat ruang yang memungkinkan 

penetapan hukum dapat sejalan dengan perkembangan-perkembangan 

umat, dan perwujudan mashlahah-mashlahah.
134

  

Ulama besar sebelumnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang 

dikutip oleh Amrullah Hayatuddin, didalam buku Ushul Fiqh jalan 

tengah memahami Hukum Islam, berpendapat sesungguhnya syari‟at 

Islam dibina berdasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan 

manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
135

 

Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak 

mudhorat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan Syara‟ (Hukum 

Islam). Tujuan Syara‟ yang harus dipelihara tersebut adalah 

memelihara agama (hifzud-din), jiwa (hifzun-nafs), akal (hifzul „aql), 

keturunan (hifzul-nasl) dan harta (hifzul-mal).
136

 

Untuk lebih rincinya lagi mashlahat yang lima sebagaimana yang 

disebutkan diatas. Akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1) Memelihara agama (hifzud-din) 
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Agama dalam pandangan Islam mempunyai peran yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat 

dikatakan esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama 

seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Dapat 

disimpulkan bahwa setiap umat yang ada di permukaan bumi, yaitu 

sejak manusia itu hidup tidak bisa terlepas dari aqidah dan agama. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Fathir ayat 

24: 

                            ٔ37   

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa 

kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun 

melainkan telah ada padanya seorang pemberi 

peringatan.” 

 

Agama dalam kehidupan manusia adalah keniscayaan, 

dalam arti lain manusia sangat membutuhkan sekali agama. 

kebutuhan manusia akan agama dapat disebabkan masalah prinsip 

dasar kebutuhan manusia. pentingnya keberadaan agama dalam 

kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman untuk melindungi 

agama dengan adanya prinsip hifzud din.
138

 

2) Memelihara jiwa (hifzun-nafs) 

Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam al-

Ghazali menempatkan hifzun-nafs sebagai urutan kedua setelah 
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hifzud-din. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu 

Taimiyah dengan menyampaikan, pendapat bahwa “kerusakan 

adakalanya dalam urusan agama dan adakalanya dalam urusan 

dunia. kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh 

jiwa-jiwa tanpa hak. Karena itu, pembunuhan adalah dosa terbesar 

diantara dosa-dosa besar lainnya, setelah kerusakan terbesar dalam 

urusan agama, yaitu kekufuran. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan hifzun nafs adalah menjaga hak diri untuk hidup, 

selamat, terhormat, dan mulia, sejalan dengan firman Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 70 

                           

            ٔ39   

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 

 

3) Memelihara akal (hifzul-„aql) 

Begitu pentingnya akal dalam menjamin eksistensi 

manusia, Islam menyaratkan keberadaan akal (berakal sehat) 

menjadi salah satu syarat sah sebuah perintah (ibadah) dalam 

islam. Ungkapan dalam Islam la dina liman la „aqla lahu (tidak 

ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal), menunjukkan 
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bahwa betapa pentingnya akal bagi tegaknya agama.
140

 Pentingnya 

fungsi akal bagi manusia, ajaran islam sangat menghargai dan 

menekankan agar ia dilindungi dari berbagai faktor yang dapat 

merusaknya. 

Akal merupakan anugrah terbesar bagi manusia. selain itu, 

keberadaan akal pada manusia menjadikan pembeda dengan 

makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia menjadi makhluk 

paling mulia yang mendiami planet ini. 

4) Memelihara keturunan (hifzul-nasl) 

Islam menyari‟atkan perkawinan dengan tujuan 

menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan 

memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan 

adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas
141

 

5) Memelihara harta (hifzul-mal) 

Memelihara harta dalam daruriyyat, seperti syariat tentang 

tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain 

dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka 

berakibat terancamnya eksistensi harta.
142

 

Adapun istilah Mashlahah menurut para ulama terdapat perbedaan 

sebagai berikut:  
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1) Menurut Imam al-Ghazali, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, 

dalam buku Ushul Fiqh 2, bahwa menurut asalnya mashlahah itu 

berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 

menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah 

adalah 

رعِْ   الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِالشَّ

Artinya: “Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan 

hukum).”
143

 

 

Namun mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 

menghindarkan mudharat (kerusakan) itu merupakan maksud atau 

keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu 

adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali 

membuat rumusan baru seperti yang diatas. Yang mana tujuan 

Syara‟ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah 

yang popular dengan sebutan الاصول الخمست (Prinsip yang lima)
144

 

2) Menurut al-Khawarizmi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, 

dalam buku Ushul Fiqh 2, Mashlahah ialah: 

رعِْ بِدَفْعِ الْمَفَاسَدِ عَنِالْْلَْقِ  حَافَظَةُ عَلَى مَقْصُدِ الشَّ
ُ

 الم

Artinya: “Memelihara tujuan Syara‟ (dalam menetapkan hukum) 

dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”
145
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Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali 

dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu 

mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak 

kemaslahatan berarti menarik kerusakan. 

3) Al-„Iez ibn Abdi al-Salman dalam kitabnya, Qawa‟id al-Ahkam, 

yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam buku Ushul Fiqh 2, 

memberikan arti mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan 

“kesenangan dan kenikmatan.” Sedangkan bentuk majazi-nya 

adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan 

kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya 

ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya 

serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
146

 

4) Menurut al-Syatibi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam 

buku Ushul Fiqh 2, mengartikan maslahah itu dari dua pandangan, 

yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari segi 

tergantungnya tuntutan syara‟ kepada mashlahah.
147

 

a) Dari segi terjadinya Mashlahah dalam kenyataan, berarti 

نْسَانِ وَتََاَمِ عَيْشَتِوِ  هْوَاتيَِّةُ مَايَ رْجِعُ إِلََ قِيَامِ حَيَاةِ الِْْ وَنَ يْلِوِ مَاتَ قْتَضِيْوِ أَوْصَافوُُ الشَّ

طْلََقِ   وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الِْْ

Artinya: “Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan 

manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang 
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dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara 

mutlak.” 

 

b) Dari segi tergantungnya tuntutan syara‟ kepada mashlahah, 

yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan 

hukum syara‟. Untuk menghasilkannya Allah menuntut 

manusia untuk berbuat. 

5) Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-„Alim dalam 

bukunya al-maqasid al-Ammah lil al-Syari‟ati al-islamiyyah yang 

dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam buku Ushul Fiqh 2. 

Mashlahah ialah 

ى إِلََ مَقْصُوْدِ الشَّ  بَبِ الْمُؤَدِّ ارعِِ عِبَادَةً أَوْعَادَةً عِبَارَةٌ عَنِ السَّ  

Artinya: “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan 

Syara‟ dalam bentuk ibadat atau adat.”
148

 

 

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari 

al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara‟ 

sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara‟. 

Dari beberapa definisi tentang Mashlahah dengan rumusan yang 

berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa Mashlahah itu adalah 

sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan 

kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, 

sejalan dengan tujuan Syara‟ dalam menetapkan hukum.
149
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Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara 

Mashlahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan Mashlahah 

dalam pengertian hukum Syara‟ yang dijadikan rujukan. Mashlahah 

dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan 

manusia dan karenannya mengandung pengertian untuk mengikuti 

syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada Mashlahah dalam artian 

Syara‟ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan 

menghindarkan ketidaksengajaan.
150

 

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab al-Maqashid menjelaskan 

keistimewaan mashlahah syar‟i itu dibanding dengan mashlahah 

dalam artian umum,
151

 sebagai berikut: 

1) Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara‟, 

bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu 

tidak sempurna, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan 

hawa nafsu. 

2) Pengertian mashlahah atau buruk dan baik dalam pandangan syara‟ 

tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk 

akhirat; tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku 

untuk sepanjang masa. 
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3) Mashlahah dalam artian syara‟ tidak terbatas pada rasa enak dan 

tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan 

tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniyah. 

b. Jenis-jenis Mashlahah 

1) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 

Mashlahah ada tiga macam, yaitu
152

: 

a) Mashlahah dharuriyah (المصلحت الضروريت) 

Mashlahah dharuriyah yaitu, tingkat kebutuhan yang harus 

ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat 

kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat 

manusia baik di dunia maupun di akhirat.
153

 Sedangkan 

menurut Prof Alaidin Koto dalam Buku Ilmu Ushul Fiqih dan 

Ushul Fiqh, mashlahah dharuriyah ialah, segala hal yang 

menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi 

kemashlahatan mereka. Hal itu tersimpul kepada lima sendi 

utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, 

kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak 

terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan 

kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. 

Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih 
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utama dan sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari 

sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi 

kelima.
154

 Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan 

usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.  

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju 

pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara 

lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah 

melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah 

tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri. 

Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara 

agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang 

minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang 

berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri 

untuk memelihara harta.
155

 

b) Mashlahah hajiyah (المصلحت الحبجيت) 

Mashlahah Hajiyah yaitu, kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam 

keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syari‟at Islam 

mengalami segala kesulitan itu. Adanya hukum rukshah 

(keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah 
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sebagai contoh dari kepedulian syari‟at Islam terhadap 

kebutuhan ini.
156

 

Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi 

pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara 

tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang 

memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia. Mashlahah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam 

kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung 

menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara 

tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. 

Contoh mashlahah hajiyah adalah menuntut ilmu agama 

untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; 

mengasah otak untuk sempurnannya akal; melakukan jual beli 

untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik 

atau mashlahah dalam tingkat haji. Sebaliknya ada perbuatan 

yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan 

atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina 

agama berdampak pada memelihara agama; mogok makan 

pada memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang 

pada memelihara akal; melihar aurat dalam pada memelihara 

keturunan; dan menipu akan berdampak pada memelihara 

harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. 
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Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau mashlahah dalam 

tingkat haji
157

 

c) Mashlahah takhsiniyat (المصلحت التحسينيبث) 

 Mashlahah takhsiniyat yaitu, tingkat kebutuhan yang 

apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu 

dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti 

dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan 

menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak 

dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai 

dengan tuntutan norma dan akhlak.
158

 

 Mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak 

sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji; namun 

kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member 

kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah 

dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima 

kebutuhan pokok manusia.
159

 

Contohnya, takhsiniyat yang berkenaan dengan memelihara 

keturunan, adalah diharamkannya, seorang wanita keluar 

ditengah jalan mengenangkan perhiasan dalam firman Allah: 

Qs. An-Nur: 31 
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وَلََ  نَّ  هُ رُوجَ  ُ ف نَ  ظْ فَ وَيََْ نَّ  رِىِ ا صَ بْ أَ نْ  مِ نَ  ضْ ضُ غْ  َ ي تِ  ا نَ ؤْمِ مُ لْ لِ لْ  وَقُ
160

  ۖ ا  هَ  ْ ن مِ رَ  هَ ظَ ا  مَ لََّ  إِ نَّ  هُ  َ ت  َ ن زيِ نَ  ي دِ بْ  ُ   ي

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, 

dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, 

kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” 

 

Larangan wanita memakai perhiasan di luar rumah itu 

termasuk dalam kategori takhsiniyat, karena memelihara 

kesempatan ashl/pokok (nash/keturunan). Selain itu, larangan 

tersebut sebagai wujud dari kehormatan, kemuliaan, dan dapat 

mengangkat harkat wanita yang dewasa ini, nampak 

ditempatkan dalam posisi yang rendah. 

2) Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal 

itu dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari 

maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu 

disebut juga dengan munasib atau keserasian mashlahah dengan 

tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munasib itu dari segi 

pembuat hukum (syari‟) memerhatikan atau tidak, mashlahah 

terbagi kepada tiga jenis,
161

 yaitu 

a) Mashlahah al-mu'tabarah (المصلحت المعتبرة) 

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu, Mashlahah aang 

diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari 

syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan 

                                                             
160 Q.S. An Nur (24): 31. 

161
 Amir Syarifuddin, op. cit., h. 373-376 



96 

  

 

petunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam 

menetapkan hukum.  

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap 

Mashlahah tersebut, Mashlahah terbagi dua: 

j) Munasib muatstsir (المنبسب المئثر) 

Munasib Muatstsir, yaitu ada petunjuk langsung 

dari pembuat hukum (Syar'i) yang memperhatikan 

Mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk Syara' 

dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa 

mahslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. 

k) Munasib mulaim ( مالمنبسب الملَئ ) 

Munasib Mualaim yaitu, tidak ada petunjuk 

langsung dari Syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' 

tentang perhatian Syara' terhadap Mashlahah tersebut, 

namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun 

Syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan 

menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, 

namun ada petunjuk Syara' bahwa keadaan itulah yang 

ditetapkan Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan 

Syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. 

b) Mashlahah al-mulghah (المصلحت الملغبة) 

Mashlahah al-Mulghah atau Mashlahah yang ditolak, yaitu 

mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak 
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diperhatikan oleh Syara' dan ada petunjuk Syara‟ yang 

menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah 

sejalan dengan tujuan Syara‟, namun ternyata Syara' 

menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut 

oleh mashlahat itu. 

c) Mashlahah al-mursalaat ( المرسلت المصلحت ) 

Mashlahah al-Mursalaat, atau yang juga bisa disebut 

istislah (الاستصلَح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, 

sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum; namun 

tidak ada petunjuk Syara' yang memperhitungkannya dan tidak 

ada pula petunjuk Syara' yang menolaknya. 

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Mashlahah 

mu'tabararah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak 

Mashlahah mulghah. Menggunakan metode Mashlahah mursalah 

dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di 

kalangan ulama. 
162

 

c. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Mashlahah Murshalah 

Adanya mashlahat sesuai dengan masqashid as-syar'i (tujuan 

tujuan syar'i), artinya dengan mengambil mashlahat berarti sama 

dengan merealisasikan maqashid syar'i. Sebaliknya 

mengesampingkan mashlahat berarti mengensampingkan maqashid 

as-syar'i adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan 
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dalil mashlahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok 

(Ashl) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari 

ushul (dasar-dasar pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara 

mashlahat dan maqashid as-syar'i.
163

 

d. Syarat-syarat Mashlahah Yang Dapat Digunakan Sebagai Hujjah 

Tidak semua Mashlahah dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga 

ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu Mashlahah 

dapat digunakan hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat Mashlahah 

menurut beberapa ulama: 

1) Menurut al-Ghazali: 

a) Mashlahah itu sejalan dengan tindakan Syara‟. 

b) Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 

nash atau Syara‟. 

c) Mashlahah itu termasuk kedalam kategori Mashlahah yang 

dharuri, baik yang menyangkut kemashlahatan pribadi maupun 

orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua 

orang. 

2) Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip 

oleh Amir Syarifuddin, yaitu: 

a) Yang menjadi sandaran dari Mashlahah itu selalu petunjuk 

Syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal 

manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, 
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selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh 

lingkungan dan dorongan hawa nafsu. 

b) Pengertian Mashlahah dalam pandangan Syara' tidak terbatas 

untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat. 

c) Mashlahah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak 

dan tidak enak dalam artian mental spritual atau secara 

rohaniyah.
164

 

3) Menurut Imam Malik mengenai Mashlahah Mursalah: 

a) Adanya kesesuaian antara Mashlahah yang dipandang sebagai 

sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah 

(maqashid al-Syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti 

Mashlahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, 

atau bertentangan dengan dalil yang qaht‟i. Akan tetapi harus 

sesuai dengan Mashlahah yang memang ingin diwujudkan 

oleh syar'i. Contohnya, jenis Mashlahah itu tidak asing, 

meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash. 

b) Mashlahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat 

sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana 

seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat 

diterima. 

c) Penggunaan dalil Mashlahah ini adalah dalam rangka 

menghilangkan kesulitan yang terjadi, seandainya Mashlahah 
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yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia 

akan mengalami kesulitan.
165

 

e. Tolak Ukur Menentukan Mashlahah 

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa mashlahat dapat diterima dalam 

fiqh Islam. Dan, setiap mashlahat wajib diambil sebagai sumber 

hukum selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat dan 

hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta maqasyid syar‟i 

(tujuan-tujuan syar‟i). Hanya saja golongan Syafi‟iyah dan Hanafiah 

sangat memperketat ketentuan maslahat. 

Mashlahat harus mengacu pada qiyas yang mempunya „illat yang 

jelas batasannya (mundhabithah) yang mengandung esensi mashlahat, 

meskipun kemashlahatan terkadang tidak mengandung „illat dalam 

kondisi tertentu. 

Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat munasib 

yang merupakan alasan adanya mashlahat, meskipun tidak jelas 

batasannya, patut menjadi „illat bagi qiyas. Kalau memang demikian 

sifat munasib layak dijadikan „illat maka berarti mashlahat mursalah 

termasuk ke dalam macam qiyas. Oleh karena itu, ia bisa diterima 

sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterima qiyas 

berdasarkan sifat munasib, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah 

„illat itu mundhabithoh atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian 

sifat munasib dan mashlahat mursalah sehingga sebagian ulama 
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Mazhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semua ulama ahli 

fiqh memakai dalil mashlahat, meskipun mereka menamakannya sifat 

munasib, atau memasukkannya ke dalam bagian qiyas.
166

 

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Mashlahah harus sesuai dengan kehendak Syara‟ dan atau tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil Syara‟. bukan hanya sesuai pada akal 

rasionalitas dan hawa nafsu manusia saja.  

b. Mashlahah harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat 

(kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun 

rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. 

c. Mashlahah harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan PNS wanita dalam menjadi 

isteri kedua, ketiga dan keempat, yang termasuk dalam praktik poligami, 

antara lain adalah Asyfihan Makin pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan 

hukum islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga 

dan keempat (analisis putusan pengadilan tinggi agama mataram nomor 

0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr).” Latar belakang penelitian ini dikarenakan 

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengabulkan permohonan itsbat nikah 

yang mana isteri kedua dari pemohon tersebut  berprofesi sebagai PNS dan 

bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990 tentang izin 

perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sehingga putusan Pengadilan Agama 
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Mataram menjadi gugur yang sebelumnya menolak permohonan tersebut.  

Hasil penelitian tersebut menyatakan masalah poligami dalam Hukum Islam 

tidak memandang status sosial, melainkan kemampuan untuk berlaku adil 

baik dalam hal lahiriyah maupun bathiniyah. dan menjelaskan pertimbangan 

hukum dalam mengabulkan permohon itsbat nikah tersebut yang mana 

melanggar peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990 tentang 

izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
167

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ihda Nizar Muzakky pada 

tahun 2017 dengan judul “Pandangan PNS wanita kecamatan babadan 

kabupaten ponorogo terhadap larangan wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

poligami berdasarkan pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990.” Penelitian 

tersebut dilatarbelakangi dengan perbedaan antara hukum Islam yang 

membolehkan poligami dalam keadaan terdesak. Sedangkan peraturan 

pemerintah no 45 tahun 1990 pada pasal 4 ayat 2 tidak mengizinkan PNS 

wanita untuk dipoligami secara mutlak. Ditambah lagi dengan data yang 

diperoleh oleh peneliti bahwa beberapa PNS wanita yang ketahuan menjadi 

isteri kedua dipecat dengan tidak hormat. Kesimpulan dari penelitian diatas 

bahwa masyarakat Kabupaten Ponorogo memiliki Pandangan yang berbeda 

terhadap pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990, yaitu ada yang setuju dan 

kurang setuju. dan diikuti dampak positif dan negatif, dampak positifnya 

adalah menjadikan seorang PNS patuh terhadap peraturan yang ada untuk 
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tidak melangsungkan praktek poligami, mengingat sanksi yang cukup berat, 

dampak negatifnya adalah akan bertambah maraknya praktek pernikahan 

dibawah tangan atau pernikahan siri dikalangan para PNS.
168

 

Penelitian yang terakhir oleh Badrusyahrir pada tahun 2012 dengan judul 

“Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif hukum islam.” Yang 

melatar belakangi penelitian tersebut adalah peraturan pemerintah nomor 45 

tahun 1990 menetapkan syarat administrasi yang dinilai terlalu memberatkan 

dan mempersulit seorang PNS laki-laki untuk berpoligami, bahkan PNS 

wanita tidak diizinkan sama sekali untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan 

keempat. Kalau dilihat secara tekstual hal ini dianggap bertentangan dengan 

aturan syari‟at Islam dan hukum perkawinan yang akhirnya mendorong 

sebagian PNS melakukan poligami di bawah tangan agar tidak memerlukan 

izin dari atasan dan dapat mempertahankan statusnya sebagai pegawai negeri 

sipil. Adapun kesimpulan dari penelitian diatas bahwa keberadaan PP No 10 

tahun 1983 adalah didasarkan atas pertimbangan sebagai upaya pembinaan 

kedisiplinan terhadap PNS dan juga sebagai upaya meningkatkan fungsi 

sebagai aparatur negara yang selalu dijadikan panutan bagi masyarakat 

didalam pemasalahan perkawinan dan perceraiannya serta hikmah yang 

terkandung dengan adanya peraturan tersebut bagi seorang PNS adalah 
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terciptanya keutuhan sebuah keluarga. dan tentunya PP No 10 tahun 1983 jo 

PP No 45 tahun 1990 tidak bertentangan dengan hukum Islam.
169

 

Dari penelaan terhadap penelitian-penelitian diatas, terlihat bahwa para 

peneliti telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan 

dengan poligami dikalangan PNS terutama seorang wanita yang berprofesi 

sebagai PNS. Mulai dari putusan Pengadilan Tinggi Agama di kabupaten 

Mataram yang bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990, ada 

juga pendapat masyarakat kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo terhadap 

pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990 dan meneliti mencakup PNS laki-laki dan 

juga wanita yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No 45 tahun 

1990. Dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yang mana boleh diberlakukan pasal 4 ayat 2 PP No 45 

tahun 1990 yaitu PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, 

ketiga dan keempat, berdasarkan mashlahat menurut para ulama dan pakar 

hukum, yang mana mashlahat tersebut ada yang tidak dijumpai di tiga 

penelitian diatas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan (library research) yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka
170

. 

Maka data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber 

kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, dan 

dokumen, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang 

lingkup pembahasan.
171

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pegawai negeri sipil 

wanita yang tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, 

pada pasal 4 peraturan pemerintah  nomor 45 tahun 1990 tentang izin 

perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dalam aspek mashlahah 

hukum Islam. Sedangkan yang menjadi objek adalah peraturan pemerintah 

nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai 

negeri sipil.  
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C. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat 

dibagi menjadi 3 sebagai berikut:
172

 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian. Adapun  bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah PP 

No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Percaraian Bagi Pegawai 

Negeri Sipil 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

literatur atau diambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

3. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum  sekunder yang berasal dari 

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.  

Selain itu pada penelitian ini terdapat Bahan-bahan nonhukum yaitu 

dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu 
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ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai 

relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.
173

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat 

kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fikih dan 

berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, 

dokumen undang-undang, situs website dan lain sebagainya.
174

 

E. Analisis Data 

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
175

 Untuk menganalisis 

data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil 

pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu 

kegiatan penelitian ilmiah.
176

 

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis 

adalah metode content analysis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, 

mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan data 

penelitian penjatuhan pidana concursus dalam Islam. kedua, display data, 
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dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang 

lainnya (antara bahan hukum primer, sekunder, tertier dan nonhukum). 

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan 

memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. ketiga, 

peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisi data) sehingga data 

yang telah terorganisasikan memiliki makna.
177

 

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan mashlahah terhadap ketentuan 

Pegawai Negeri Sipil wanita yang tidak diizinkan untuk dipoligami dalam PP 

No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai 

Negeri Sipil 

F. Metode Penulisan 

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Deduktif  

Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan 

umum untuk menilai kejadian yang khusus.
178

 

2. Deskriptif 

Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat 

keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga disusun 
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sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.
179

 Tekhnik ini penulis 

gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh 

pokok pemikiran dalam aspek Mashlahah terhadap ketentuan Pegawai 

Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk dipoligami dalam PP No 45 

Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 

Sipil 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaturan terhadap PNS wanita yang tidak di izinkan untuk menjadi 

isteri kedua ketiga dan keempat pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990, 

dimulai dari Pasal 4 PP No 10 Tahun 1983 yang mana masih 

memungkinkan PNS wanita untuk menjadi isteri kedua ketiga dan 

keempat dengan lelaki yang bukan berprofesi sebagai PNS, kemudian 

berubah menjadi PP No 45 Tahun 1990 yang mana PNS wanita sama 

sekali tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat, 

walaupun isteri pertama itu menyetujuinya. Perubahan tersebut untuk 

memberikan sinkronisasi dan kejelasan dalam pemberlakuannya, dan 

yang melanggarnya akan dikenakan sanksi disiplin berat kecuali bagi PNS 

wanita sebagai isteri pertama yang mengizinkan suaminya menikah lagi. 

2. Tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah pada pasal 4 PP No 45 

Tahun 1990 yang tidak mengizinkan PNS wanita untuk menjadi isteri 

kedua, ketiga dan keempat, bertentangan dengan hukum Islam. Karena 

kemashlahatan dari ketentuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan-tujuan 

syar‟iyah, yaitu memelihara agama, memelihara akal dan memelihara 

keturunan, yang mana ketentuan tersebut hanya sejalan dengan 

memelihara jiwa dan memelihara harta dalam pemberlakuannya. 
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B. Saran 

1. Bagi para suami yang berprofesi sebagai PNS yang ingin melakukan 

poligami hendaknya memahami  tugas, fungsi dan perannya sebagai PNS 

karena akan menjadi contoh yang baik ditengah masyarakat. Serta harus 

mengikuti segala prosedur dalam beristeri lebih dari satu.  

2. Bagi para wanita yang berprofesi sebagai PNS hendaknya menjadi 

peluang untuk membangun karir dan memanfaatkan segala kelebihan 

yang didapat dari profesi sebagai PNS dengan mempercantik dirinya 

sehingga suaminya tidak tertarik kepada wanita lain.  

3. Bagi masyarakat diharapkan mengambil yang baik dan membuang yang 

buruk dari mereka yang berprofesi sebagai PNS. Karena PNS juga 

manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.  
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